
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2024 

WEWENANG AUDITOR FORENSIK INTERNAL KEJAKSAAN DALAM 

PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) 

 

 

 

 

(Tesis) 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

DAFFA ELVARETTA 

NPM 2222011114 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

WEWENANG AUDITOR FORENSIK INTERNAL KEJAKSAAN DALAM 

PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 

(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) 

 

Oleh 

 

DAFFA ELVARETTA 

 

Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara salah satu unsurnya bila telah 

terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara, untuk mengetahui terjadinya 

kerugian keuangan negara Auditor Kejaksaan dapat membantu dalam melakukan 

audit penghitungan kerugian keuangan negara guna memperkuat bukti terjadi 

tindak pidana korupsi. Namun, sejauh mana auditor dapat mengindetifikasi 

penghitungan tersebut. Bagaimanakah kewenangan, standar kerja, dan legalitas 

produk Auditor Kejaksaan dalam melakukan penghitungan kerugian negara pada 

perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Bagaimanakah peran Jaksa dan Auditor 

Forensik Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Tjk untuk melakukan pembuktian kerugian keuangan negara dan 

hambatan dalam melakukan audit.  

 

Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum dengan 

pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Datanya dikumpul 

melalui studi kepustakaan dan wawancar dengan narasumber terdiri dari Jaksa 

Penuntut Umum, Jaksa Penyidik, Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Lampung dan 

Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Data dianalisis dengan analisis 

hukum. 

 

Hasil penelitian menunjukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor 

Kejaksaan dilakukan sesuai Standar Operasional Pelaksanaan Kejaksaan. Laporan 

Hasil Audit memiliki keabsahana dijadikan alat bukti. Pada Putusan Nomor 

15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Jaksa berwenang sebagai Penyidik dan Penutut. 

Auditor Kejaksaan Tinggi Lampung mengeluarkan Laporan Hasil Penghitungan 

Kerugian Keuangan Negara yang dijadikan sebagai alat bukti. Hambatan yang 

dialami auditor dalam faktor fasilitas dan faktor undang-undang itu sendiri.  

Saran dari penelitian ini adalah agar Kejaksaan menegakkan supremasi hukum 

dengan mengedepankan legalitas terkait wewenang Auditor Internal Kejaksaan dan 

hendaknya Kejaksaan bersikap professional dalam menegakkan hukum dengan 

memberikan sarana dan fasilitas serta dilakukan pemetaan secara pasti.  

 

Kata Kunci :  Kewenangan Auditor, Kejaksaan , Kerugian Keuangan Negara  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE AND AUTHORITY OF THE PROSECUTOR'S INTERNAL 

FORENSIC AUDITOR IN CALCULATING STATE 

FINANCIAL LOSSES 

(Study Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) 

 

By 

DAFFA ELVARETTA 

 
Corruption is the misuse of state money, one of the elements of which is if there 
has been a loss to the state's finances or economy, to determine the occurrence of 
state financial losses, the Prosecutor's Office Auditor can assist in carrying out an 
audit of the calculation of state financial losses to strengthen evidence that a 
criminal act of corruption has occurred. However, the extent to which the auditor 
can identify these calculations. What is the authority, work standards and legality 
of the Prosecutor's Auditor's products in calculating state losses in Corruption 
Crime cases, and what is the role of the Prosecutor and Forensic Auditor of the 
Lampung High Prosecutor's Office in Decision Number 15/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Tjk in carrying out proof of state financial losses and obstacles in 
conducting audits. 
 
The research uses a normative approach with legal analysis using case, statutory 
and conceptual approaches. The data was collected through literature study and 
interviews with sources consisting of Public Prosecutors, Investigating Prosecutors, 
Internal Auditors at the Lampung High Prosecutor's Office and Judges at the 
Tanjungkarang District Court. Data is analyzed using legal analysis. 
 
The research results show that the calculation of state financial losses by the 
Prosecutor's Office is carried out in accordance with the Prosecutor's Office 
Operational Standards. The Audit Result Report has the validity of being used as 
evidence. In Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk the Prosecutor has the 
authority to act as Investigator and Prosecutor. The Lampung High Prosecutor's 
Office auditor issued a report on the results of calculating state financial losses 
which was used as evidence. The obstacles experienced by auditors are in terms of 
facility factors and the law itself. 
 

The suggestion from this research is that the Prosecutor's Office should uphold the 

supremacy of the law by prioritizing legality regarding the authority of the 

Prosecutor's Internal Auditor and that the Prosecutor's Office should act 

professionally in enforcing the law by providing tools and facilities and carrying 

out definite mapping. 

 

Keywords: Auditor's Authority, Prosecutor's Office, State Financial Losses. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak Korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum 

bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan 

wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan 

keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh 

masyarakat Indonesia1. Tindak pidana korupsi mesti diberantas guna mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Ideologi Negara Indonesia dan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) hasil amandemen2. 

 

Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

Dapat juga menyebabkan Indonesia terkena dampak krisis multidimensional. Krisis 

multidimensional itu sendiri merupakan krisis yang menerpa dalam berbagai bidang 

kehidupan, baik dalam moneter, ekonimi, politik, hukum, ataupun krisis 

kepercayaan yang pada intinya, tinjauan kritis terhadap krisis multidimensional ini 

menunjukan ketidakmamupuan dan kelalaian pemerintah dalam menjalankan tugas 

sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat3.  

                                                           
1 Nikmah Rosidah dan Masruhil Anwar, 2021. Penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek 

Hukum Korporasi, Yogyakarta, Suluh Media, hlm. 2. 
2 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. 

Penerbit LP3ES, Jakarta, 2004, hlm. 12. 
3 BEM Akprind, Krisis Multidimensional akibat Inkompetensi, Ketidaktegasan, dan kelalaian 

Pemerintah, BEM Akprind Kabinet Hasta Brata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021. 

https://bem.akprind.ac.id/krisis-multidimensional-akibat-inkompetensi-ketidaktegasan-dan-

kelalaian-pemerintah/ dikutip pada 2 September 2023. 

https://bem.akprind.ac.id/krisis-multidimensional-akibat-inkompetensi-ketidaktegasan-dan-kelalaian-pemerintah/
https://bem.akprind.ac.id/krisis-multidimensional-akibat-inkompetensi-ketidaktegasan-dan-kelalaian-pemerintah/


2 

Terjadinya tindak pidana korupsi dapat menghambat pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional pada hakekatnya berlandasan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan dalam mencakup segala bidang 

pembangunan manusia seutuhnya, antara lain dalam bidang politik, ekonomi4, 

sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan mencakup Kesehatan 

masyarakat. Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan 

masyarakat hukum yang adil, Makmur dan sejahtera5.  

 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan untuk membasmi tindakan 

tersebut dan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan 

penyimpangan tindakan teserbut. Faktanya, mewujudkan tujuan pembangunan 

nasional tersebut tidaklah mudah diperlukan penegakan hukum untuk melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang hampir merambah ke semua sektor 

kehidupan, sehingga perlunya penegakan hukum yang komprehensif6. 

 

Hukum merupakan bagian yang penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat 

guna menciptakan masyarakat hukum yang tetap dan teratur7. Patut diketahui pula 

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara 

Hukum. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat sebagai warga negara 

Indonesia mempunyai landasan hukum mempunyai hak atas pengakuan, jaminan 

dan perlindungan yang adil dimuka hukum dalam menjalankan kehidupan 

                                                           
4 Undang-Ulndang Re lpulblik Indone lsia Nomor 3 Tahuln 2014 telntang Pe lrindulstrian, Le lmbaran 

Ne lgara Re lpulblik Indone lsia Tahuln 2014 Nomor 4, Tambahan Le lmbaran Ne lgara Nomor 5492 
5 Julnaidi Abdulllah, Tu lgas dan We lwe lnang Le lmbaga -Le lmbaga Pelnanganan Tindak Pidana 

Koru lpsi di Indonelsia. Julrnal Yuldisia, Vol. 5, No. 1, Julni 2014, hlm. 29. 
6 Sri Sulwitri, Pe lmbe lrantasan Koru lpsi di Indonelsia : Selbulah Ulpaya Relformasi Birokrasi. Dialogule l 

: Julrnal Ilmul Administrasi dan Ke lbijakan Pulblik. Vol. 4, No. 1, Janulari 2007, hlm. 51. 
7 Rahmat Ramadhani, Pe lran Politik Te lrhadap Pelmbangulnan Hulku lm Agraria Nasional, Julrnal 

Sose lk, Vol.1, No. 1, Tahuln 2020, hlm.3. 
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berbangsa dan bernegara8. Dalam artinya sistem peradilan pidana mengusahakan 

untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 

masyarakat9.  

 

Pelnelgakkan hulku lm mellakulkan ulsaha mellalu li prosels yang ada (dulel procelss of law) 

di bidang korulpsi yang selkarang tellah mellibatkan belbelrapa Lelmbaga pelnelgak 

hulkulm maulpuln lelmbaga dilular strulktulr kelnelgaraan. Delngan harapan dapat 

melmbelrantas korulpsi selcara hulkulm delngan fokuls melmbelrantas korulpsi dan 

melnelmpatkan kelrulgian nelgara selbagai sulatul belntulk pellanggaran hak-hak sosial 

dan elkonomi selcara lulas.  Pelnjatulhan pidana telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi 

haruls dilaksanakan selcara maksimal olelh lelmbaga pelnelgakan hulkulm, baik delngan 

pidana pelnjara, pidana delnda, maulpuln pidana tambahan pelmbayaran ulang 

pelngganti, selsulai delngan pellanggaran yang dilakulkan olelh pellakul

10.  

 

Pasal 2 Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi, selbagaimana diulbah delngan Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 

2001 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang 

Pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi11, melnjellaskan bahwa : 

“Seltiap orang yang selcara mellawan hulkulm mellakulkan pelrbulatan 

melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana delngan 

pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 4 (elmpat) tahuln 

dan paling lama 20 (dula pullulh) tahuln dan delnda paling seldikit Rp. 

200.000.000,00 (dula ratuls julta rulpiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satul milyar). 

                                                           
8 Syapultra, M. Willian, Kajian Yu lridis Pe lne lrapan Konselp Dive lrsi Ole lh Jaksa Pe lnu lntult Ulmu lm 

Te lrhadap Anak Yang Belrkonflik de lngan Hulku lm Me lnulru lt Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 2012 

Te lntang Sistelm Pe lradilan Pidana Anak, Telsis, Ulnive lrsitas Batanghari Jambi, 2021, hlm.1. 
9 Mardjono Re lksodipultro, Hak Asasi Manulsia Dalam Siste lm Pe lradilan Pidana, Kulmpu llan 

Karanagan Bulkul Ke ltiga, Pulsat Pe llayanan Ke ladilan dan Pe lngabdian Hulkulm, d/h Le lmbaga 

Kriminologi Ulnive lrsitas Indone lsia, Jakarta, 2007., hlm.84-85. 
10 Maryanto, Pe lmbe lrantasan Koru lpsi Se lbagai Ulpaya Pelne lgakan Hulku lm, Julrnal Ilmiah CIVIS, 

Vol. II, No. 2, Julli 2016, hlm. 43. 
11 LNRI Tahuln 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874. 
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Mellawan hulkulm dan melnyalahgulnakan kelwelnangan melrulpaka ulnsulr sarana dalam 

mellakulkan korulpsi, timbullnya kelrulgian nelgara melnjadi ulnsulr ultama dari dellik 

korulpsi. Dalam hal ini ulsaha yang dilakulkan baik dari lelmbaga pelnelgak hulkulm 

maulpuln yang dilu lar dari strulktulrnya yaitul melncelgah timbullnya kelrulgian kelulangan 

nelgara dan melngulsahakan kelmbalinya kelru lgian kelulangan nelgara selcara maksimal 

dan celpat. Delngan delmikian, pelrhitulngan dan pelmbulktian kelrulgian kelulangan 

nelgara sangat pelnting ulntulk melnjelrat pellakul korulpsi dan ulntulk melngelmbalikan 

kelrulgian yang tellah diselbabkan olelh tindakan korulpsi.  

 

Keljaksaan selbagai salah satul pelnelgak hulku lm yang melmpulnyai belrbagai macam 

welwelnang delmi telrciptanya keladilan dan kelseljahtelraan bangsa dan nelgara. 

Ulndang- Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia 

selbagaimana diu lbah delngan Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2021 telntang 

pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 telntang Keljaksaan 

Relpulblik Indonelsia (UlUl Keljaksaan)12 adalah pelratulran yang melnjadi dasar bagi 

Keljaksaan dalam mellakulkan mellakulkan pra pelnulntultan, pelmelriksaan, tambahan, 

pelnulntultan, pellaksanaan telrhadap hakim dan pultulsan pelngadilan, pelngawasan 

telrhadap pellaksanaan pultulsan lelpas belrsyarat dan tindakan hulkulm lainnya dalam 

pelrkara tindak pidana ulmulm delngan didasarkan pelratulran pelrulndang-pelrulndangan 

dan kelbijaksanaan olelh Jaksa Agulng13. 

 

Jaksa dalam prosels pelnelgakan hulkulm haruls delngan selnantiasa belrtindak 

belrdasarkan hulku lm wajib melnjulnjulng tinggi nilai-nilai kelsulsilaan, kelmanulsiaan, 

                                                           
12 LNRI Tahuln 2004 Nomor 16. TLNRI Tahuln 2021 Nomor 11. 
13 Hulsnull Khatimah, Dkk, Pe lmbinaan Organisasi Dalam Pe lningkatan Kinelrja Aparatulr Pada 

Ke ljaksaan Ne lge lri Ke lndiri, Vol 7 No. 3 Se lpte lmbe lr – Nove lmbe lr 2021, Re lz Pulblica Julrnal 

Administrasi Ne lgara, Politik-Pelme lrintahan & Hulbulngan Inte lrnasional Julrulsan Ilmul Administrasi 

Ne lgara FISIP Ulnive lrsitas Halul Ole lo. 
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hulkulm, dan keladilan yang hidulp dalam masyarakat selbagai ulpaya ulntulk 

melnciptakan kondisi masyarakat yang telntelram dan telrtib, mellaluli fulngsi ulmulmnya 

yaitul selbagai Pelnulntult Ulmulm dan elkselkultor pultulsan pelngadilan, sellain itul selbagai 

pelnyidik dalam pelrkara-pelrkara tindak pidana khulsuls14. antara lain salah satulnya 

adalah tindak pidana korulpsi. Fulngsi Jaksa melrulpakan salah satul rantai dari prosels 

pelnanggullangan keljahatan ataul tindak pidana yang telrjadi yang tidak akan bisa 

telrlelpas ataulpuln dipisahkan dari prosels pelnyellidikan, pelnulntultan, pelrsidangan dan 

elkselkulsi15.  

 

Rulmulsan sanksi telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi diharapkan mampul 

melmelnulhi dan melngantisipasi pelrkelmbangan hulkulm, masyarakat dalam 

melmbelrantas selcara lelbih elfelktif seltiap belntulk tindak pidana korulpsi yang sangat 

melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara pada khulsulsnya selrta 

masyarakat pada ulmulmnya16. Delngan delmikian, pelngitulngan dan pelmbulktian 

adanya kelrulgian kelulangan nelgara sangatlah pelnting, sellain ulntulk melnjelrat pellakul 

korulpsi julga digu lnakan ulntulk melngelmbalikan kelrulgian yang tellah diselbabkan olelh 

tindakan korulpsi telrselbult kel kas nelgara. 

 

Hasil pelnghitulngan kelrulgian kelulangan nelgara melnjadi dasar bagi Jaksa dalam 

dakwaannya ulntulk mellihat akibat pelrbulatan telrdakwa tindak pidana korulpsi. 

Pelnjellasan Pasal 32 ayat (1) UlUl PTPK melnyelbultkan bahwa yang dimaksuld delngan 

selcara nyata tellah ada kelrulgian kelulangan Nelgara adalah kelrulgian kelulangan Nelgara 

                                                           
14 Azwarman, dkk, Analisis Yu lridis Be lntu lk Su lrat Dakwaan Jaksa Pe lnu lntult Ulmu lm Dalam Pe lrkara 

Tindak Pidana Koru lpsi (Stu ldi Kasu ls Koru lpsi Pada Keljaksaan Ne lgelri Kabanjahel), Julrnal Iulris 

Stuldia, Vol. 2 No.3, Oktobelr 202, hlm 456. 
15 Bambang Suljatmiko, “E lksiste lnsi Tu lgas Dan We lwe lnang Jaksa Dalam Tindak Pidana Koru lpsi Di 

Kabu lpateln Kotawaringin Barat,” Julrnal Socioscie lntia, Vol.3 No.1 Fak Hulkulm Ulntama (Fe lbrulari 

2011), hlm. 40. 
16 Le lde ln Marpaulng, Tindak Pidana Korulpsi, Jambatan, Jakarta, 2002, hlm.5. 
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yang suldah dapat dihitulng julmlahnya belrdasarkan hasil telmulan instansi yang 

belrwelnang ataul akulntan pulblik yang ditulnju lk.  Namuln tidak  ada pelnjellasan selcara 

faktulal melngelnai instansi yang belrwelnang ataul akulntan pulblik yang ditulnjulk.  

Ulnsulr pasal instansi yang belrwelnang diartikan selbagai instansi yang melmiliki 

welwelnang dalam pelnanganan pelrkara korulpsi, seldangkan akulntan pulblik yang 

ditulnjulk dapat diartikan ialah akulntan yang ditulnjulk olelh akulntan yang belrwelnang 

ataul belrtindak ulntulk dan atas nama instansi yang belrwelnang ulntulk melnelntulkan 

kelrulgian kelulangan nelgara17.  

 

Keljaksaan yang melmiliki welwelnang dalam bidang pelnyidikan, pelnu lntultan julga 

melmiliki welwelnang dalam mellakulkan au ldit yang dilaksanakan olelh Aulditor. 

Pelratulran Melntelri Pelndayagulnaan Aparatulr Nelgara dan Relformasi Birokrasi 

Nomor 48 Tahuln 2022 telntang Jabatan Fulngsional Aulditor18 melnjellaskan Aulditor 

sellakul pelngawas intelrn melmpulnyai welwelnang dalam sellulrulh kelgiatan auldit, 

relvielw, elvalulasi, pelmantaulan dan kelgiatan pelngawasan lainnya telrhadap 

pelnye llelnggaraan tulgas dan fulngsi organisasi dalam rangka melmbelrikan tulgas dan 

fulngsi organisasi dalam rangka melmbelrikan kelyakinan yang melmadai bahwa 

kelgiatan telrselbult tellah dilaksanakan selsulai tolak ulkulr yang tellah diteltapkan selcara 

elfelktif dan elfisieln. Pada intinya, jika telrjadi keltidaksellarasan telrhadap prosels 

kelgiatan auldit, maka Aulditor dapat mellakulkan monitoring telrhadap hasil 

pelngawasan intelrn yang ada. 

 

                                                           
17 Mulhammad Isnayanda, 2018, Pe lrhitu lngan Ke lru lgian Ke lulangan Nelgara ole lh Kantor Akulntan 

Pu lblik dalam Pelrkara Tindak Pidana Korulpsi,  Abstrak Maste lr Thelse ls, Re lpositori U lnive lrsitas 

Sulmate lra Ultara. 
18 BNRI Tahuln 2022 Nomor 1144. 
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Salah satul pelrkara tindak pidana korulpsi yang dipultuls olelh Pelngadilan Tindak 

Pidana Korulpsi pada Pelngadilan Nelgelri Tanjulng Karang adalah korulpsi 

pelnyalahgulnaan anggaran kinelrja ataul relmulnelrasi pada Keljaksaan Nelgelri 

Bandarlampulng Pultulsan Nomor 15/Pid.Suls-TPK/2023/PN.Tjk delngan pellakul 

tindak pidana sellakul Pelgawai Nelgelri Sipil yang ditulnjulk selkaliguls melnjadi Peljabat 

Pelnandatangan Sulrat Pelrintah Melmbayar (PPSPM) di Keljaksaan Nelgelri Bandar 

Lampulng.  

 

Pellakul tindak pidana korulspi ini telrbulkti mellakulkan pelrbulatan mellawan hulkulm 

mellakulkan korulpsi delngan mellakulkan pelnyimpangan ulang Tulnjangan Kinelrja 

(Tulkin) yang tellah dilakulkan seljak tahu ln 2021 sampai tahuln 2022 ulntulk 

melmpelrkaya diri selndiri, orang lain ataul korporasi. Selrta telrdakwa selcara Belrsama-

sama tulrult selrta mellakulkan ataul melnyulrulh orang lain mellakulkan tindakan yang 

melnyalahgulnakan kelwelnangannya telrselbult. Selhingga atas pelrbu latan yang 

telrdakwa lakulkan melmbulat kelrulgian pelrelkonomian nelgara selbelsar 

Rp.4.124.352.470 (elmpat milyar selratuls dula pullulh elmpat julta tiga ratuls lima pullulh 

dula ribul elmpat ratuls tuljulh pullulh rulpiah) dan hasil kelrulgian ini dilakulkan atas 

pelnghitulngan olelh aulditor keljaksaan dan dijadikan selbagai alat bulkti yang sah di 

delpan pelngadilan.  

 

Pellakul mellanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UlUlPTPK Jo Pasal 55 Ayat 

(1) kel-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) kel-1 Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP)19 

melnjatulhkan pidana kelpada telrdakwa delngan pidana pelnjara sellama 4 (e lmpat) 

tahuln dan 6 (elnam) bu llan delnda delngan selju lmlah Rp. 200.000.000 (dula ratu ls julta 

                                                           
19 LNRI Tahuln 1946 Nomor  
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rulpiah) delngan ke ltelntu lan jika tidak dibayar, diganti de lngan tambahan ku lrulngan 3 

(tiga) bullan. 

 

Korulpsi dapat dikatakan selbagai Tindak Pidana Korulpsi apabila pellakul dalam 

mellakulkan pelrbu latan telrselbult melmelnulhi ulnsulr-ulnsulrnya, yakni tindakan telrselbult 

ulntulk melmpelrkaya diri selndiri, orang lain ataul korporasi, selrta tindakan telrselbult 

melrulgikan kelulangan ataul pelrelkonomian nelgara. Ulntulk mellihat apakah telrjadinya 

kelrulgian kelulangan ataulpuln pelrelkonomian nelgara dapat dilakulkan delngan 

pelnghitulngan auldit olelh lelmbaga ataul instansi yang belrwelnang.  

 

Selsulai delngan ulraian diatas maka isul hulku lm dalam Pultulsan Nomor 15/Pid.Suls-

TPK/2023/PN.Tjk selpelrti apa pelran dan kelwelnangan aulditor intelrnal keljaksaan 

dapat melngindeltifikasi data ataul informasi mellipulti pelnghitulngan kelulangan nelgara 

dan melngapa masih telrdapat faktor pelnghambat dalam instansi pelnelgak hulkulm 

selndiri. Idelalnya, Keljaksaan selbagai lelmbaga pelnelgakan hulkulm yang melmiliki 

welwelnang mellakulkan auldit kelrulgian kelulangan nelgara haruls melmiliki welwelnang 

yang konkrit dimata hulkulm dan dapat melminimalisir telrjadinya hambatan di 

instansinya selndiri. 

 

Belrdasarkan ulraian diatas maka pelnullis ingin melngkaji dan melnganalisis melngelnai 

bagaimana kelwelnangan, standar kinelrja, dan lelgalitas produlk Aulditor Keljaksaan 

dalam mellakulkan pelnghitulngan kelrulgian nelgara pada pelrkara Tindak Pidana 

Korulpsi dan bagaimana pelran Jaksa dan Aulditor Forelnsik Keljaksaan Tinggi 

Lampulng dalam Pultulsan Nomor 15/Pid.Su ls-TPK/2023/PN.Tjk ulntulk mellakulkan 

pelmbulktian kelru lgian kelulangan nelgara dan melngapa masih telrdapat faktor 

pelnghambatnya. Maka dalam hal ini pelnullis mellaksanakan pelnellitian dalam Telsis 
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yang belrjuldull “Kelwelnangan Aulditor Forelnsik Intelrnal Keljaksaan Dalam Hal 

Pelnghitulngan Kelrulgian Kelulangan Nelgara (Stuldi Pultulsan Nomor 15/Pid.Suls-

TPK/2023/PN.Tjk) ” 

 

B. Masalah dan Ruang Lingkup  

Beldasarkan ulraian latar bellakang di atas, yang melnjadi pokok pelrmasalahan yang 

helndak dibahas dalam pelnellitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kelwelnangan, standar kerja, dan lelgalitas produlk Aulditor 

Keljaksaan dalam mellakulkan pelnghitu lngan kelrulgian nelgara pada pelrkara 

Tindak Pidana Korulpsi? 

2. Bagaimanakah pelran Jaksa dan Aulditor Forelnsik Keljaksaan Tinggi Lampulng 

dalam Pultulsan Nomor 15/Pid.Suls-TPK/2023/PN.Tjk ulntulk mellakulkan 

pelmbulktian kelrulgian kelulangan nelgara dan apa yang melnjadi pelnghambat 

mellakulkan au ldit? 

 

Rulang lingkulp dalam pelnellitian adalah Ilmul Hulkulm Pidana baik hu lkulm pidana 

matelriil, formil maulpuln pellaksanaan hulkulm pidana. sulbstansi melngelnai 

kelwelnangan aulditor forelnsik intelrnal keljaksaan dalam pelnghitulngan kelrulgian 

kelulangan nelgara. Rulang lingkulp lokasi pelnellitian adalah Keljaksaan Tinggi 

Lampulng dan Pelngadilan Nelgelri Tanjulngkarang dan waktul pelnellitian dilaksanakan 

pada Tahuln 2023-2024. 

  



10 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

1. Ulntulk melnganalisis kelwelnangan, standar kerja, dan lelgalitas produlk Aulditor 

Keljaksaan dalam mellakulkan pelnghitu lngan kelrulgian nelgara pada pelrkara 

Tindak Pidana Korulpsi. 

2. Ulntulk melnganalisis pelran Jaksa dan Aulditor Forelnsik Keljaksaan Tinggi 

Lampulng dalam Pultulsan Nomor 15/Pid.Suls-TPK/2023/PN.Tjk ulntulk 

mellakulkan pelmbulktian kelrulgian kelulangan nelgara dan apa yang menjadi 

hambatan melakukan audit. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kelgulnaan Teloritis 

Hasil dan Pelnellitian ini diharapkan dapat melmpelrlulas wacana pelmikiran dan 

pelngeltahulan bagi pelngelmbangan ilmu l hulkulm kelpidanaan khulsu lsnya dalam 

rulang lingku lp kelwelnangan keljaksaan yang belrkaitan olelh Tindak Pidana 

Korulpsi. 

b. Kelgulnaan Praktis 

Hasil pelnellitian ini dilharapkan dapat belrgulna selbagai pandulan bagi aparat 

pelnelgak hulkulm dalam pellaksanaan hulkulm telrhadap pellakul tindak pidana 

korulpsi. Sellain itul selbagai salah satu l syarat ulntulk melraih gellar Magistelr 

Hulkulm pada Program Stuldi Magistelr Ilmul Hulkulm Fakulltas Hulkulm 

Ulnivelrsitas Lampulng.  
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D. Kerangka Pemikiran  

1. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alulr Pikir Pelnellitian 

  

Wewenang Auditor Forensik Kejaksaan dalam penanganan 

Tindak Pidana Korupsi 

Teori 

Kewenangan 

Kewenangan, standar kerja, dan 

legalitas produk Auditor 

Kejaksaan dalam melakukan 

penghitungan kerugian negara 

pada perkara Tindak Pidana 

Korupsi 

peran Jaksa dan Auditor Forensik 

Kejaksaan Tinggi Lampung dalam 

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Tjk untuk 

melakukan pembuktian kerugian 

keuangan negara dan hambatan 

dalam melakukan audit 

Pendekatan Penelitian Analisis Hukum 

Auditor Kejaksaan berwenang dalam 

melakukan penghitungan kerugian 

keuangan negara. Namun, belum terdapat 

peraturan khusus mengenai tupoksi dan 

batasan Auditor Kejaksaan 

Normatif Teori Peran 

Jaksa berwenang selaku Penyidik dan 

Penuntut Umum dan Auditor berwenang 

melakukan audit. Hasil audit digunakan 

sebagai alat bukti dalam persidangan. 
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2. Kerangka Teoritis 

Kelrangka teloritis yaitul telori melrulpakan tulju lan akhir dari ilmul pelngeltahulan. I Gelde l 

Artha melnjellaskan bahwa landasan teloritis belrisi ulraian-ulraian telntang asas-asas 

hulkulm, konselp-konselp hulkulm, doktrin, yu lrispruldelnsi dan hasil-hasil pelnellitian 

hulkulm telrdahullu l telrmasulk telori-telori hulkulm20. Telori yang digulnakan pelnullis 

selbagai aculan pelnellitian dalam melnjawab pelrmasalahan dalam pelnullisan skripsi 

ini adalah : 

 

a. Teori Kewenangan 

Kelwelnangan belrasal dari kata dasar welwelnang yang diartikan selbagai hal 

belrwelnang, hak dan kelkulasaan yang dipulnyai ulntulk mellakulkan selsulatul. 

Kelwelnangan adalah apa yang diselbult kelku lasaan formal, kelkulasaan belrasal dari 

kelkulasaan dibelri olelh ulndang-ulndang ataul dari kelkulasaan elkselkultif administratif. 

Kelwelnangan yang biasanya telrdiri dari belbelrapa welwelnang adalah kelkulasaan 

telrhadap selgolongan orang telrtelntul atau l kelkulasaan telrhadap su latul bidang 

pelmelrintahan21.  

 

Didalam kelwelnangan telrdapat welwelnang-welwelnang (relchtsbelvoelgdheldeln). 

Welwelnang melrulpakan lingkulp tindakan hulkulm pulblik, lingkulp welwelnang 

pelmelrintahan, tidak hanya mellipulti welwelnang melmbulat kelpultulsan pelmelrintah 

(belstululr), teltapi mellipulti welwelnang dalam rangka pellaksanaan tulgas, dan 

melmbelrikan welwelnang selrta distribulsi welwelnang ultamanya diteltapkan dalam 

pelratulran pelrulndang- ulndangan. 

 

                                                           
20 I Ge ldel Artha, Bahan Ku lliah Me ltodologi Pelnellitian Hu lku lm, Program Doktor Ilmul Hulkulm, 

Program Pascasarjana Ulnive lrsitas Uldayana, De lnpasar, 2013, (Se llanjultnya dise lbult I Ge lde l Artha 2). 
21 Prajuldi Atmosuldirjo, 2015. Hulkulm Administrasi Ne lgara, Jakarta, Ghalia Indone lsia, hlm. 78 
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Selcara yulridis pelngelrtian welwelnang adalah kelmampulan yang dibelrikan olelh 

pelratulran pelrulndang-ulndangan ulntulk melnimbullkan akibat- akibat hulkulm. 

Seldangkan pelngelrtian welwelnang melnulrult H.D. Stould adalah “belvoelghelid welt kan 

wordeln omscrelvelnals helt gelhelell van belstululrelchttellijkel belvoelgheldeln door 

pulblielkrelchtellijkel relchtssulbjelcteln in helt belstululrelchttellijkel relchtsvelrkelelr” bahwa 

welwelnang dapat dijellaskan selbagai kelsellu lrulhan atulran-atulran yang belrkelnaan 

delngan pelrolelhan dan pelnggulnaan welwelnang pelmelrintah olelh sulbjelk hulkulm 

pulblik dalam hulkulm pulblik22. 

 

Bagir Manan melnyatakan welwelnang melngandulng makna hak dan kelwajiban. Hak 

belrisi kelbelbasan ulntulk mellakulkan ataul tidak mellakulkan tindakan telrtelntul ataul 

melnulntult pihak lain ulntulk mellakulkan tindakan telrtelntul. Kelwajiban melmbulat 

kelharulsan ulntulk mellakulkan ataul tidak mellakulkan tindakan telrtelntul. Dalam Hulkulm 

Administrasi Nelgara welwelnang pelmelrintahan yang belrsulmbelr dari pelratulran 

pelrulndang- ulndangan dipelrolelh mellaluli belbelrapa cara yaitul atribulsi, dellelgasi, dan 

mandat. Melnulru lt Philipuls M. Hadjon, welwelnang (belvogdhelid) di delskripsikan 

selbagai kelkulasaan hulkuln (relchtsmacht). Jadi dalam konselp hulkulm pulblik 

welwelnang belrkaitan delngan kelkulasaan23. 

 

Melnulrult S.F. Marbuln, kelwelnangan dan welwelnang haruls dibeldakan. Kelwelnangan 

melrulpakan kelkulasaan yang diformalkan baik telrhadap selgolongan orang telrtelntul 

maulpuln telrhadap selsulataul bidang pelmelrintahan telrtelntul selcara bullat. Seldangkan 

welwelnang hanya melngelnal bidang telrtelntu l saja. Delngan delmikian, kelwelnangan 

                                                           
22 Irfan Fachrulddin, Pe lngawasan Pelradilan Administrasi te lrhadap Tindakan Pelme lrintah, Alulmni, 

Bandulng, 2004, hlm.4 
23 Philipuls M.Hadjon, “Te lntang We lwe lnang”, Julrnal Pro Julstisia , Yulridika , No .5 dan 6 tahuln XII, 

( Se lpte lmbe lr – Delse lmbe lr, 1997), hlm. 1. 
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belrarti kulmpullan dari welwelnang-welwelnang. Jadi, welwelnang adalah kelmampulan 

ulntulk belrtindak yang dibelrikan pelratulran pelrulndang-ulndangan ulntulk mellakulkan 

hulbulngan hulkulm24. 

 

Dalam litelratulr ilmul politik, ilmul pelmelrintahan, dan ilmul hulkulm selring ditelmulkan 

istilah kelkulasaan, kelwelnangan, dan welwelnang. Kelkulasaan selring disamakan 

belgitul saja delngan kelwelnangan, dan kelkulasaan selring dipelrtulkarkan delngan istilah 

kelwelnangan, delmikian pulla selbaliknya. Bahkan kelwelnangan selring disamakan 

julga delngan welwelnang. Kelkulasaan biasanya belrbelntulk hulbulngan dalam arti bahwa 

ada satul pihak yang melmelrintah dan pihak lain yang dipelrintah25. Dalam 

melmpelrolelh kelwelnangan ada tiga cara ulntulk melmpelrolelh kelwelnangan yaitul antara 

lain26: 

1. Atribulsi, yaitul pelmbelrian kelwelnangan olelh pelmbulat ulndang-ulndang selndiri 

kelpada sulatu l organ pelmelrintahan, baik yang suldah ada maulpuln yang barul 

sama selkali27. Artinya kelwelnangan itul belrsifat mellelkat telrhadap organ 

pelmelrintahan telrselbult yang dituljul atas jabatan dan kelwelnangan yang dibelrikan 

kelpada organ pelmelrintahan telrselbult.  

2. Dellelgasi adalah pelnyelrahan welwelnang yang dipulnyai olelh organ 

pelmelrintahan kelpada organ yang lain28. Dalam dellelgasi melngandulng sulatul 

pelnye lrahan, yaitul apa yang selmulla kelwelnangan orang pelrtama, ulntulk 

sellanjultnya melnjadi kelwelnangan orang keldula. Kelwelnangan yang tellah 

                                                           
24 Kamal Hidjaz, Elfe lktifitas Pe lnye lle lnggaraan Ke lwe lnangan Dalam Siste lm Pe lme lrintahan Dae lrah di 

Indone lsia , Makassar: Pulstaka re lfle lksi, 2010, hlm. 35. 
25 Miriam Buldiardjo, Dasar-Dasar Ilmul Politik, (Grame ldia Pulstaka Ultama: Jakarta, 1998), h. 35-36. 
26 Opcit, hlm. 5. 
27 Ridwan HR, Hulkulm Administrasi Ne lgara, Ce ltakan ke l-14, Rajawali Pre lss, Jakarta, 2018, hlm. 

104. 
28 Opcit. hlm. 105. 
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dibelrikan olelh pelmbelri dellelgasi sellanju ltnya melnjadi tanggulng jawab pelnelrima 

welwelnang.  

3. Mandat diartikan sulatul pellimpahan welwelnang kelpada bawahan. Pellimpahan 

itul belrmaksu ld melmbelri welwelnang kelpada bawahan ulntulk melmbulat kelpultulsan 

atas nama peljabat tata ulsaha nelgara yang melmbelr mandat. 

 

Pada kelwelnangan dellelgasi, haruls ditelgaskan sulatul pellimpahan welwelnang kelpada 

organ pelmelrintahan yang lain. Pada mandat tidak telrjadi pellimpahan apapuln dalam 

arti pelmbelrian welwelnang, akan teltapi, yang dibelri mandat belrtindak atas nama 

pelmbelri mandat. Dalam pelmbelrian mandat, peljabat yang dibelri mandat melnulnjulk 

peljabat lain ulntu lk belrtindak atas nama mandator (pelmbelri mandat). Welwelnang 

selkulrang-kulrangnya telrdiri atas tiga komponeln, yaitul : pelngarulh, dasar hulkulm dan 

konformitas hulku lm.  

 

Komponeln pelngarulh dimaksuldkan, bahwa pelnggulnaan welwelnang belrtuljulan ulntulk 

melngelndalikan prilakul sulbyelk hulkulm; komponeln dasar hulkulm dimaksuldkan, 

bahwa welwelnang itul haruls didasarkan pada hulkulm yang jellas; dan komponeln 

konformitas hulku lm melnghelndaki bahwa welwelnang haruls melmiliki standart yang 

jellas ulntulk welwelnang ulmulm, dan standar khulsuls ulntulk jelnis welwelnang telrtelntul. 

Selcara yulridis, welwelnang melrulpakan kelmampulan yang dibelrikan olelh pelratulran 

pelrulndang- ulndangan ulntulk mellakulkan pelrbulatan yang melnimbu llkan akibat 

hulkulm29. Welwelnang bagi peljabat ataul institulsi pelmelrintahan dibagi melnjadi: 

a. Kelwelnangan yang belrsifat atribultif (orisinil), yaitul pelmbelrian welwelnang 

pelmelrintah olelh pelmbulat ulndang-u lndang kelpada organ pelmelrintahan. 

                                                           
29 Indroharto, Ulsaha Me lmahami Pe lradilan Tata Ulsaha Ne lgara, (Pulstaka Sinar Harapan, Jakarta, 

2002), hlm.68 
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Kelwelnangan atribultif belrsifat pelrmaneln ataul teltap ada, sellama ulndang-ulndang 

melngatulrnya. Delngan kata lain welwelnang yang mellelkat pada su latul jabatan. 

Dalam tinjau lan hulkulm tata nelgara, atribultif ini di tulnjulkan dalam welwelnang 

yang dimiliki olelh organ pelmelrintah dalam melnjalankan pelmelrintahannya 

belrdasarkan kelwelnangan yang dibelntulk olelh pelmbulat ulndang-ulndang. 

Atribultif ini melnulnjulk pada kelwelnangan asli atas dasar konstitulsi ataul ulndang-

ulndang dasar ataul pelratulran pelrulndang-ulndangan.  

b. Kelwelnangan yang belrsifat non atribultif (non orisinil) yaitul kelwelnangan yang 

dipelrolelh karelna pellimpahan welwelnang dari aparat yang lain. Kelwelnangan 

non atribultif belrsifat insidelntal dan belrakhir jika peljabat yang belrwelnang tellah 

melnariknya kelmbali. Pelnye lrahan selbagian dari welwelnang peljabat atasan 

kelpada bawahan telrselbult melmbantul dalam mellaksanakan tulgas-tulgas 

kelwajibannya ulntulk belrtindak selndiri. Pellimpahan welwelnang ini dimaksuldkan 

ulntulk melnu lnjang kellancaran tulgas dan keltelrtiban alulr komulnikasi yang 

belrtanggulng jawab, dan selpanjang tidak ditelntulkan selcara khulsuls olelh 

pelratulran pelrulndang- ulndangan yang belrlakul

30. 

 

b. Teori Peranan 

Pelranan adalah selpelrangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olelh yang 

belrkelduldulkan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris pelranan diselbu lt rolel yang 

delfinisinya adalah pelrson’s task or dulty in ulndelrtaking yang dapat ditelrjelmahkan 

selbagai tulgas ataul kelwajiban selselorang dalam sulatul ulsaha ataul pelkelrjaan31. Pelran 

                                                           
30 Ridwan HR, Hulkulm Administrasi Ne lgara, E ldisi Re lvisi, (Rajawali Pre le ls, Jakarta, 2010), hlm. 102 
31 Hasan Mulkmin, 2014. Pelranan Fakulltas Dakwah Selbagai Le lmbaga Dakwah Kampuls (LDK) 

dalam Pelmbe lrdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampulng, Lampulng: Pulsat Pe lne llitian dan 

Pelne lrbitan Le lmbaga Pe lne llitian dan Pelngabdian Ke lpada Masyarakat, IAIN Rade ln Intan Lampulng, 

hlm. 62 



17 

diartikan selbagai pelrangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olelh orang yang 

belrkelduldulkan dalam masyarakat. Seldangkan pelranan melrulpakan tindakan yang 

dilakulkan olelh selorang dalam sulatul pelristiwa32. Pelran telrdiri atas dula macam, yaitul 

pelran yang diharapkan (elxpelcteld rolel) dan pelran yang dilakulkan (actulal rolel). 

Selcara ulmulm pelran yang belbankan olelh selselorang tidak hanya belrhulbulngan pada 

pelrilakul melrelka teltapi julga melmbelntulk sikap. Pelran dapat melmpelngarulhi nilai 

(valulel) yang dipelgang olelh selselorang dan melmpelngarulhi kellangsulngan 

pelrkelmbangan dan pelrtulmbulhan kelpribadian melrelka. . Jelnis-jelnis pelran dijellaskan 

selbagai belrikult33 : 

1. Pelranan normatif, ialah pelran yang dilakulkan selselorang ataul Lelmbaga yang 

didasarkan pada selpelrangkat norma yang dilakulkan belrlakul dalam kelhidulpan 

masyarakat 

2. Pelranan idelal, iala pelranan yang dilakulkan olelh selselorang ataul Lelmbaga yang 

didasarkan pada nilai-nilai idelal ataul yang selharulsnya dilakulkan selsulai delngan 

kelduldulkannya didalam sulatul sistelm 

3. Pelran factulal, ialah pelranan yang dilakulkan selselorang ataul Lelmbaga yang 

didasarkan pada kelnyataan selcara konkrit dilapangan ataul kelhidulpan yang 

telrjadi selcara nyata 

 

Selcara sosiologis pelranan adalah aspelk dinamis yang belrulpa tindakan ataul pelrilakul 

yang dilaksanakan olelh selselorang yang melnelmpati ataul melmangkul sulatul posisi 

dan mellaksanakan hak-hak dan kelwajiban selsulaian delngan kelduldulkannya. Jika 

selselorang melnjalankan pelran telrselbult delngan baik, delngan selndirinya akan 

                                                           
32 De lpartelme ln Pelndidikan Nasional, 2007.  Kamuls Be lsar Bahasa Indonelsia,  Jakarta: Balai Pulstaka, 

E ld. Kel-3, Ce lt. Ke l- 4, hlm. 854 
33 Soe ljono Soelkanto, 2002. Sosiologi Sulatu l Pe lngantar, Jakarta, Rajawali Pre lss, hlm. 243. 
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belrharap bahwa apa yang dijalankan selsulai delngan kelinginan diri lingkulgannya. 

Tak ada pelranan tanpa kelduldulkan ataul kelduldulkan tanpa pelranan. Seltiap orang 

melmpulnyai macam-macam pelranan yang belrasal dari pola-pola pelrgaullan 

hidulpnya. Hal itul selkaliguls belrarti bahwa pelranan melnelntulkan apa yang 

dipelrbulatnya bagi masyarakat selrta kelselmpatan-kelselmpatan apa yang dibelrikan 

olelh masyarakat kelpadanya34. 

 

Melnulrult Ralph Linton, pelranan yang mellelkat pada diri selselorang haru ls dibeldakan 

delngan posisi dalam pelrgaullan kelmasyarakatan. Posisi selselorang dalam 

masyarakat melrulpakan ulnsulr statis yang melnulnjulkan telmpat individul pada 

organisasi masyarakat. Pelranan lelbih banyak melnulnjulk pada fulngsi, pelnyelsulaian 

diri, dan selbagai sulatul prosels. Jadi, selselorang melnduldulki sulatul posisi dalam 

masyarakat selrta melnjalankan sulatul pelranan35. Selring orang melmpulnyai belrbagai 

statuls selkaliguls dan akibatnya belrbagai pelranan. Statuls-statuls yang dimiliki 

selselorang selcara melrangkap diselbult delngan selpelrangkat statuls36. Telori Pelran (Rolel 

Thelory) adalah telori yang melrulpakan pelrpadulan belrbagai telori, orielntasi, maulpuln 

disiplin ilmul.  

 

Organisasi selbagai selbulah institulsi sosial tellah melmbelntulk pelrspelktif telrhadap 

pelran yang ditelrima olelh selorang individul. Telori pelran (rolel thelory) 

melngulngkapkan bahwa pelran adalah salah satul bagian yang dimainkan dalam 

kelsellulrulhan stru lktulr kellompok, melrulpakan pelrilakul khulsuls yang dikaraktelrkan 

selorang individu l pada kontelks sosial telrtelntul. Telori pelran melnelkankan sifat 

                                                           
34 Soe lrjono Soe lkanto dan Buldi Sullistyowati, 2017, Sosiologi : Sulatul Pe lngantar, Jakarta : 

Rajagrafindo Pelrsada. E ld. Re lvisi, Ce lt. 48. Hlm. 213. 
35 Ibid, hlm. 214 
36 Kare ll J. Vele lge lr, e lt.al.,  1992, Pe lngantar Sosiologi Bulku l Pandulan Mahasiswa, Jakarta: P.T. 

Grame ldia Pulstaka U ltama, hlm. 60 
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individulal selbagai pellakul sosial yang melmpellajari pelrilakul selsulai delngan posisi 

yang ditelmpatinya di lingkulngan kelrja dan masyarakat. Individul akan melngalami 

konflik dalam dirinya apabila telrdapat dula telkanan ataul lelbih yang telrjadi selcara 

belrsamaan yang dituljulkan pada diri selselorang37. Melnulrult Brulcel J. Coheln38  

pelranan melmiliki belbelrapa bagian : 

1. Pelranan nyata (Anacteld Rolel) adalah sulatul cara yang beltull-beltu ll dijalankan 

selselorang dalam melnjalankan sulatul pelranan. 

2. Pelranan yang dianjulrkan (Prelscribeld Rolel) adalah cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam melnjalankan pelranan telrtelntul.  

3. Konflik pelranan (Rolel Conflict) adalah sulatul kondisi yang dialami selselorang 

yang melndu ldulki sulatul statuls ataul lelbih yang melnulntult harapan dan tuljulan 

pelranan yang saling belrtelntangan satul sama lain. s 

4. Kelselnjangan Pelranan (Rolel Distancel) adalah Pellaksanaan Pelranan selcara 

elmosional.  

5. Kelgagalan Pelran (Rolel Failulrel) adalah kagagalan selselorang dalam 

melnjalankan pelranan telrtelntul.  

6. Modell pelranan (Rolel Modell) adalah selselorang yang tingkah lakulnya kita 

contoh, tirul, diikulti.  

7. Rangkaian ataul lingkulp pelranan (Rolel Selt) adalah hulbulngan selselorang delngan 

individul lainnya pada saat dia seldang melnjalankan pelrannya.  

8. Keltelgangan pelranan (Rolel Strain) adalah kondisi yang timbull bila selselorang 

melngalami kelsullitan dalam melmelnulhi harapan ataul tuljulan pelranan yang 

                                                           
37 Indah Anisykulrlillah, Aguls Wahyuldin dan Kulstiani, “Pe lngarulh Role l Stre lssor te lrhadap Komitme ln 

Organisasi de lngan Ke lpulasan Ke lrja se lbagai Variabe ll Inte lrve lning pada Kantor Akulntan Pulblik 

(KAP) di Jawa Te lngah”, Julrnal Dinamika Akulntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Ulnive lrsitas 

Ne lge lri Se lmarang (2013): 110. 
38 http://digilib.ulnila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf, diakse ls 4 April 2024, hlm. 10-11  
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dijalankan dikarelnakan adanya keltidakselrasiaan yang belrtelntangan satul sama 

lain.  

 

Pelrkelmbangan telrbarul melnulnjulkkan kelku latan selntrifulgal dan intelgratif dalam 

bidang pelran. Paling ultama yakni melncelrminkan komitmeln pelrspelktif yang 

belrbelda dari para sarjana, kelbingulngan dan pelrbeldaan pelndapat telntang 

pelnggulnaan konselp pelran, dan fakta bahwa telori pelran digulnakan ulntulk 

melnganalisis belrbagai belntulk sistelm sosial. Poin telrakhir ialah melncelrminkan 

kelpeldullian belrsama yang melndasar dari lapangan dan ulpaya olelh para ahli telori 

pelran ulntulk melncari velrsi lulas dari bidang yang akan melngakomodasi belrbagai 

kelpelntingan39. 

 

Belrdasarkan ulraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pelranan melrulpakan 

selpelrangkat tingkah yang diharapkan dimiliki olelh orang yang belrkelduldulkan di 

masyarakat. Selselorang yang melmpulnyai kelduldulkan telrtelntul dapat dikatakan 

selbagai pelmelgang pelran. Sulatul hak selbelnarnya melrulpakan welwelnang ulntulk 

belrbulat ataul tidak belrbulat, seldangkan kelwajiban adalah belban ataul tulgas. 

 

Pelran dalam sulatul lelmbaga belrkaitan delngan tulgas dan fulngsi, yaitul dula hal yang 

tidak dapat dipisahkan dalam pellaksanaan pelkelrjaan olelh selselorang ataul lelmbaga. 

Tulgas melrulpakan selpelrangkat bidang pelkelrjaan yang haruls dikelrjakan dan mellelkat 

pada selselorang ataul lelmbaga selsulai delngan fulngsi yang dimilikinya. Fu lngsi belrasal 

dari kata fulnction (Bahasa Inggris), artinya selsulatul yang melngandulng kelgulnaan 

ataul manfaat. Fulngsi sulatul lelmbaga ataul institulsi formal adalah adanya kelkulasaan 

                                                           
39 B. J. Biddlel, 1986, Relce lnt De lve llopme lnts in Rolel The lory, Annulal Re lvie lws Inc, Ulnive lrsity of 

Missoulri-Colulmbia, hlm. 67. 



21 

belrulpa hak dan tulgas yang dimiliki olelh selselorang dalam kelduldulkannya di dalam 

organisasi ulntulk mellakulkan selsulatul selsulai delngan bidang tulgas dan welwelnangnya 

masing-masing. Fulngsi lelmbaga ataul institulsi disulsuln selbagai peldoman ataul halulan 

bagi organisasi telrselbult dalam mellaksanakan kelgiatan dan melncapai tuljulan 

organisasi40. 

 

3. Konseptual 

Konselptulal adalah sulsulnan belrbagai konselp yang melnjadi melnjadi fokuls 

pelngamatan dalam mellaksanakan pelnellitian.41 Batas pelngelrtian dari istilah yang 

digulnakan dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikult: 

a. Welwelnang dalam bahasa hulkulm tidak sama delngan kelkulasaan. Kelkulasaan 

hanya melnggambarkan hak ulntulk belrbulat dan tidak belrbulat. Welwelnang 

selkaliguls belrarti hak dan kelwajiban42. 

b. Aulditor forelnsik adalah meltodologi dan pelndelkatan khulsuls dalam melnellulrulsi 

kelculrangan (frauld) ataul auldit yang belrtuljulan ulntulk melmbulktkan ada atau l 

tidaknya kelcu lrangan yang dapat digulnakan dalam prosels litigasi43. 

c. Keljaksaan Relpulblik Indonelsia adalah instansi pelmelrintahan yang melmpulnyai 

fulngsi belrkaitan delngan kelkulasaan kelhakiman yang mellaksanakan kelkulasaan 

nelgara di bidang pelnulntultan selrta kelwelnangan lain belrdasarkan ulndang-

ulndang44. 

                                                           
40 Mulammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Mode lrn. Bina Ilmul. Jakarta. 2004. hlm. 51. 
41 Soe lrjono Soe lkanto, Pe lngantar Pe lne llitian Hulku lm. Jakarta, Rine lka Cipta. 1986, hlm. 103. 
42 Nulrmayani, Hulkulm Administrasi Dae lrah. (Ulnive lrsitas Lampulng Bandarlampulng. 2009), hlm. 26. 
43 Catulr Ragil Sultrisno, 2013. Auldit Fore lnsik : Me lmbongkar dan Melnce lgah Ke ljahatan Ke lulangan, 

Prosiding Se lminar Nasional Auldit Fore lnsik, Digilib Ulnikal, Ulnive lrsitas Pe lkalongan. Pe lkalongan, 

hlm. 61 
44 Pasal 1 UlUl Ke ljaksaan 
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d. Pelnghitulngan ialah sulatul prosels, cara, ataul pelrbulatan melncari julmlah delngan 

melnjulmlahkan, melngulrangi, dan selbagainya, melmbilang ulntulk melngeltahuli 

belrapa julmlahnya, melnelntulkan ataul melneltapkan selsulatul (melnghitu lng)45. 

e. Kelrulgian Kelu langan Nelgara melnulrult UlUlPTPK ialah belrkulrangnya kelkayaan 

nelgara diselbabkan sulatul tindakan hulkulm, pelnyalahgulnaan 

welwelnangan/kelselmpatan ataul sarana yang ada pada selselorang karelna jabatan 

ataul kelduldulkan, kellalaian selselorang dan ataul diselbabkan olelh keladaan dilular 

kelmampulan manulsia (Forcel Majulrel). 

f. Korulpsi adalah pelnye llelwelngan ataul pelnggellapan ulang nelgara atau l pelrulsahaan 

dan selbagainya ulntulk melndapatkan kelulntulngan pribadi ataul orang lain46. 

g. Tindak Pidana Korulpsi melnulrult Pasal 2 UlUlPTPK adalah pelrbulatan mellawan 

hulkulm delngan cara melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi 

yang dapat melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana 

oelnjara selulmu lr hidulp ataul pidanan pelnjara paling singkat 4 (elmpat) tahuln dan 

paling lama 20 (dula pullulh) tahuln dan delnda paling seldikit Rp.200.000.000 (dula 

ratuls julta rulpiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satul milyar rulpiah). 

 

E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipel pelnellitian ini adalah pelnellitian normatif, yang pada dasarnya melrulpakan 

pelnellitian hulkulm doktrial ataul pelnellitian hulkulm teloritis. Alasannya ialah karelna 

pada pelnellitian normatifel ini fokuls pada kajian telrtullis yakni melnggu lnakan data 

selkulndelr selpelrti melnggulnakan pelratulran pelrulndang-ulndangan, kelpultulsan 

                                                           
45 Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia 
46 E lmansyah Djaja, Melmbe lrantas Koru lpsi Be lrsama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4. 
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pelngadilan, telori hulkulm, asas-asas hulkulm, prinsip-prinsip hulkulm, dan dapat 

belrulpa hasil karya ilmiah para sarjana ataul biasa diselbult doktrin47. Pelnellitian 

normatif digulnakan ulntulk melnganalisis pellaksanaan pelnghitulngan auldit dalam 

mellakulkan pelmbulktian kelrulgian kelulangan nelgara pada tindak pidana korulpsi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pelndelkatan pelnellitian melrulpakan prosels pelmelcahan ataul pelnyellelsaian masalah 

mellaluli tahap-tahap yang tellah ditelntulkan, selhingga melncapai tuljulan pelnellitian48. 

Pelndelkatan pelnellitian dilakulkan selbagai belrikult :  

a. Pelndelkatan Kasuls (Casel Approach) 

Pelndelkatan yang dilakulkan delngan mellakulkan tellaah pada kasuls yang 

belrkaitan delngan isul hulkulm yang dihadapi49. 

b. Pelndelkatan Pelrulndang-Ulndangan (Statultel Approach) 

Pelndelkatan yang dilakulkan delngan melnellaah pelratulran pelrulndang-ulndangan 

yang belrsangkultan delngan pelrmasalahan yang seldang dihadapi50. 

c. Pelndelkatan Konselptulal (Concelptulal Approach) 

Pelndkatan ini belranjak dari pelrulndang-ulndangan dan doktrin-doktrin yang 

belrkelmbang di dalam ilmul hulkulm selbagai pijakan ulntulk melmbanguln 

argulmelntasi hulkulm51. 

  

                                                           
47 Irwansyah, 2020, Pe lnellitian Hu lku lm Pilihan Me ltodel dan Praktik Pe lnu llisan Artike ll, Mirra Bulana 

Me ldia, Yogyakarta, hlm. 98. 
48 Abdull Kadir Mulhammad, 2004, Hulkulm dan Pelne llitian Hulku lm, PT. Citra Aditya Bakti, Bandulng, 

2004, hlm. 112. 
49 Amaruldin dan Zainal Asikin, 2012. Pelngantar Me ltodel Pe lne llitian Hu lkulm, Rajawali Pe lrs, Jakarta, 

hlm. 124. 
50 Ibid. 
51 Ibid, hlm.125. 
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3. Sumber dan Jenis Data 

Belrdasarkan sulmbelrnya, data telrdiri dari data lapangan dan data kelpulstakaan. Data 

lapangan dipelrolelh dari lapangan pelnellitian, seldangkan data kelpulstakaan dipelrolelh 

dari belrbagai su lmbelr kelpulstakaan. Jelnis data mellipulti data primelr dan data 

selkulndelr, selbagai belrikult : 

a. Data Primelr adalah data yang dipelrolelh selcara langsulng dari narasu lmbelr. Data 

Primelr ini melrulpakan data yang dipelrolelh dari stuldi lapangan yang belrkaitan 

delngan pelnellitan ini. Data primelr pada pelnellitian ini dipelrolelh delngan 

melngadakan wawancara. 

b. Data Selkulndelr adalah data yang dipelrolelh delngan cara stuldi kelpulstakaan 

delngan cara melmbaca, melngultip dan melnellaah belrbabagi kelpulstakaan, asas-

asas hulkulm yang belrkaitan delngan masalah-masalah yang ditelliti. Data 

selkulndelr telrdiri dari 3 (tiga) bahan hulku lm yaitul : 

a. Bahan Hulkulm Primelr yaitul antara lain mellipulti: 

1) Ulndang-Ulndang Dasar Tahuln 1945 

2) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1946 Jo Ulndang-Ulndang Nomor 73 

Tahuln 1958 telntang Pelmbelrlakulan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm 

Pidana (KUlHP). 

3) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1981 Telntang Hulkulm Acara Pidana 

(KUlHAP). Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(TLNRI) Nomor 3209. Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) 

Tahuln 1981 Nomor 76. 

4) Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2004 Telntang Keljaksaan Relpulblik 

Indonelsia selbagiama diulbah delngan Ulndang-Ulndang Nomor 11 

Tahuln 2021 telntang Pelrulbahan Atas Ulndang-Ulndang Nomor 16 
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Tahuln 2004 Telntang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. Lelmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2021 Nomor 298, 

Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Tahuln 

2021 Nomor 6755. 

5) Ulndang- ulndang Nomor 1 Tahuln 2004 Telntang Pelbelndarahaan 

Nelgara. Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2004 Nomor 5, 

Tambahan Le lmbaran Nelgara Nomor 4355. 

6) Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 selbagaimana tellah diulbah 

delngan Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 telntang Pelrulbahan 

Atas Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 telntang Pelmbelrantasan 

Tindak Pidana Korulpsi. Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(LNRI) Tahuln 1999 Nomor 140, Tambahan Lelmbaran Nelgara 

Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Tahuln 2001 Nomor 3874. 

7) Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahuln 2003 telntang Kelulangan Nelgara. 

Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Tahuln  

Nomor 4286. 

8) Ulndang-Ulndang Nomor 15 Tahuln 2004 telntang Pelmelriksaan 

Pelngellolaan dan Tanggulng Jawab Kelulangan Nelgara. Le lmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2004 Nomor 66, 

Tambahan Le lmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Nomor 

4400. 

9) Ulndang-Ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan 

Kelhakiman. Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 
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2009 Nomor 157, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(TLNRI) Nomor 5076. 

10) Ulndang-Ulndang Relpulblik Indonelsia Nomor 3 Tahuln 2014 telntang 

Pelrindulstrian, Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2014 

Nomor 4, Tambahan Le lmbaran Nelgara Nomor 5492 

11) Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2014 telntang Administrasi 

Pelmelrintahan selbagaimana diu lbah delngan Ulndang-Ulndang Nomor 2 

Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja, selbagaimana tellah belbelrapa kali 

diulbah telrakhir delngan Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2023 telntang 

Pelneltapan Pelratulran Pelmelrintahan Pelngganti Ulndang-Ulndang 

Nomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja melnjadi Ulndang-Ulndang. 

Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2022 Nomor 

238, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) 

Nomor 6841. 

12) Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor : 31/PUlUl-X/2012 tanggal 23 

Oktobelr 2012 telntang Kelwelnangan Le lmbaga BPKP dan BPK . 

13) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 60 Tahuln 2008 telntang Sistelm 

Pelngelndalian Intelrn Pelmelrintah. Le lmbaran Nelgara Relpulblik 

Indonelsia (LNRI) Tahuln 2008 Nomor 127, Tambahan Lelmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Nomor 4890. 

14) Pelratulran Prelsideln Nomor 16 Tahuln 2018  telntang Pelngadaan 

Barang/Jasa Pelmelrintah. Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 2018 Nomor 33. 

15) Pelratulran Prelsideln Relpulblik Indonelsia Nomor 38 Tahuln 2010 telntang 

Organisasi dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpulblik Indonelsia 
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selbagaimana tellah belbelrapa kali diulbah telrakhir delngan Pelratulran 

Prelsideln Relpulblik Indonelsia Nomor 15 Tahuln 2024 telntang 

Pelru lbahan Keltiga atas Pelratulran Prelsideln Relpulblik Nomor 38 Tahuln 

2010 telntang Organisasi dan Tata Kelrja Keljaksaan Relpulblik 

Indonelsia. Le lmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2024 

Nomor 28.. 

16) Pelratulran Badan Pelmelriksa Kelulangan Nomor 01 Tahuln 2008 telntang 

Pelnggulnaan Pelmelriksa dan/ataul Telnaga Ahli dari lular Badan 

Pelmelriksa Kelulangan selbagaimana tellah diulbah melnjadi Pelratulran 

Badan Pelmelriksa Kelulangan Nomor 3 Tahuln 2022 telntang 

Pelmelriksaan Kelulangan Nelgara olelh Pelmelriksa dan/ataul Telnaga Ahli 

dari Lular Badan Pelmelriksa Kelulangan dan Akulntan Pulblik 

Belrdasarkan Keltelntulan Pelratu lran Pelrulndang-Ulndangan. Lelmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2022 Nomor 8/BPK, 

Tambahan Le lmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Nomor 

8/BPK. 

17) Pelratulran Asosiasi Aulditor Intelrnal Pelmelrintah Indonelsia Nomor : 

PElR-01/AAIPI/DPN/2021 telntang Standar Auldit Intelrn Pelmelrintah 

Indonelsia. 

18) Pelratulran Melntelri Pelndayagulnaan Aparatulr Nelgara Dan Relformasi 

Birokrasi Relpulblik Indonelsia Nomor 48 Tahuln 2022 telntang Jabatan 

Fulngsional Aulditor. Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia (BNRI) Tahuln 

2022 Nomor 1144. 

19) Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 80/PMK.05/2017 telntang Tata 

Cara Pelmbayaran Tulnjangan Kinelrja pada Kelmelntelrian 



28 

Nelgara/Lelmbaga. Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia (BNRI) Tahuln 

2017 Nomor 865. 

20) Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor : 19/PMK.05/2012 telntang Tata 

Cara Pelmbayaran Dalam Rangka Pellaksanaan Anggaran Pelndapatan 

dan Bellanja Nelgara. Belrita Nelgara Tahuln 2012 Nomor 1191. 

21) Pelratulran Keljaksaan Nomor 4 Tahuln 2020 telntang Pelmbelrian 

Tulnjangan Kinelrja Pelgawai di Lingkulngan Keljaksaan Relpulblik 

Indonelsia. Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia (BNRI) Tahuln 2020 

Nomor 273. 

22) Pelratulran Jaksa Agulng Relpulblik Indonelsia Nomor PElR-

006/A/JA/07/2017 telntang Organisasi dan Tata Kelrja Keljaksaan RI. 

Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia (BNRI) Tahuln 2017 Nomor 1069. 

23) Pelratulran Jaksa Agulng Relpulblik Indonelsia Nomor PElR-

022/A/JA/07/2011 telntang Pelnyellelnggaraan Pelngawasan Keljaksaan 

Relpulblik Indonelsia selbagaimana tellah diulbah delngan Pelratulran Jaksa 

Agu lng Relpulblik Indonelsia Nomor : PElR-015/A/JA/07/2013 telntang 

Pelru lbahan atas Pelratulran Jaksa Agulng Relpulblik Indonelsia Nomor 

PElR-022/A/JA/07/2011 telntang Pelnyellelnggaraan Pelngawasan 

Keljaksaan Relpulblik Indonelsia. Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(BNRI) Tahuln 2013 Nomor 1240. 

24) Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng Nomor 4 Tahuln 2016 telntang 

Pelmbelrlakulakn Rulmulsan Hasil Rapat Plelno Kamar Mahkamah 

Agu lng Tahuln 2016 selbagai Peldoman Pellaksanaan Tulgas Bagi 

Pelngadilan 
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25) Sulrat Jaksa Agulng Nomor : B-22/ A/SUlJA/02/2021 telntang 

Pelneltapan Statuls Telrsangka dan Kelwelnangan mellakulkan 

Pelnghitulngan Kelrulgian Kelulangan Nelgara dalam Pelrkara Tindak 

Pidana Korulpsi dituljulkan kelpada Kelpala Keljaksaan Tinggi 

26) Sulrat Eldaran Jaksa Agulng Nomor 1 Tahuln 2019 telntang Peldoman 

Tulntultan Pidana Pelrkara Tindak Pidana Korulpsi. 

27) Standar Opelrasional Proseldulr Auldit Pelnghitulngan Kelrulgian 

Kelu langan Nelgara (PKKN) dan Auldit Invelstigatif Nomor B-

1056/L.8/H.III.1/02/2024. 

28) Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Tanjulngkarang Nomor 15/Pid.Suls-

TPK/2023/PN.Tjk telntang Tindak Pidana Koru lpsi Atas 

Pelnyalahgulnaan Anggaran Tulnjangan Kinelrja ataul Relmnulnelrasi 

Keljaksaan Nelgelri Bandarlampulng Tahuln 2022. 

29) Kelpultulsan Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi Relpulblik 

Indonelsia Nomor : KElP.46/MElN/II/2009 telntang Pelneltapan Standar 

Kompeltelnsi Kelrja Nasional Indonelsia Bidang Auldit Forelnsik. 

b. Bahan Hu lkulm Selkulndelr ialah bahan hulkulm yang elrat hulbulngannya delngan 

bahan hu lkulm primelr, selpelrti hasil pelnellitian dan peltulnjulk pellaksanaan 

maulpuln telknis yang belrkaitan delngan yang dibahas dalam telsis ini. 

c. Bahan Hu lkulm Telrsielr adalah bahan pelnulnjang lain yang ada rellelvansinya 

delngan pokok pelrmasalahan, melmbelrikan informasi, peltulnjulk dan 

pelnjellasan telrhadap bahan hulkulm primelr dan selkulndelr, selcara signifikan 

dapat dijadikan bahan analisa telrhadap pelnelrapan kelbijakan hulkulm 

dilapangan selpelrti bulkul-bulkul, litelratulr, hasil pelnellitian, majalah, artikell-
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artikell intelrnelt dan bahan lainnya yang sifatnya selpelrti karya ilmiah yang 

belrkaitan delngan masalah yang akan dibahas dalam pelnellitian ini52. 

 

4. Penentuan Narasumber 

Narasulmbelr adalah pihak-pihak yang melnjadi sulmbelr informasi dalam sulatul 

pelnellitian dan melmiliki pelngeltahulan selrta informasi yang dibultulhkan selsulai 

delngan pelrmasalahan yang dibahas. Narasulmbelr dalam pelnellitian ini selbagai 

belrikult : 

a. Jaksa Pelnulntult Ulmulm Keljaksaan Tinggi Lampulng  : 1 Orang 

b. Jaksa Pelnyidik Keljaksaan Tinggi Lampu lng   : 1 Orang 

c. Aulditor Keljaksaan Tinggi Lampulng    : 1 Orang 

d. Hakim Pelngadilan Nelgelri Tanjulng Karang    : 1 Orang 

Total         : 4 Orang 

 

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan 

a. Sellelksi Data 

Dalam pelngulmpu llan-pelngulmpullan data dilaksanakan delngan cara selbagai belrikult: 

1) Stuldi Kelpulstakaan (Library Relselarch) 

melmpelrolelh data selkulndelr yang belrhu lbulngan delngan masalah yang ditelliti 

belrulpa asas-asas hulkulm, pelratulran-pelratulran hulkulm dan bahan hulkulm lain 

yang belrkaitan delngan masalah yang ditelliti. 

2) Stuldi lapangan (Fielld Relselarch) 

Wawancara dilakulkan selcara langsulng delngan melngadakan tanya jawab selcara 

telrbulka dan melndalam ulntulk melndapatkan keltelrangan ataul jawaban yang ultulh 

                                                           
52 AbdullKadir Mulhammad, Op.Cit, hlm. 192. 
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selhingga data yang dipelrolelh selsulai delngan yang diharapkan. Meltodel 

wawancara yang digulnakan adalah standarisasi intelrvielwi dimana hal-hal yang 

akan dipelrtanyakan tellah disiapkan telrlelbih dahullul. 

b. Klasifikasi Data 

hasil idelntifikasi data yang sellanjultnya diklasifikasikan ataul dikellompokkan 

selhingga dipelrolelh data yang belnar-belnar objelktif. 

c. Sistelmatisasi data 

melnyulsuln data melnulrult sistelmatika yang tellah diteltapkan dalam pelnellitian 

selhingga melmuldahkan pelnelliti dalam melngintelrpreltasikan data. 

 

6. Analisis Data 

Hasil pelngulmpu llan dan pelngolahan data yang tellah telrkulmpull sellanjultnya 

dianalisis melnggulnakan analisis hulkulm yaitul delngan intelrprelstasi gramatikal, 

intelrprelstasi sistelmatis, dan intelprelstasi tuljulan. Selhingga melmuldahkan 

pelmahaman hasil analisis53. Seltalah dilakulkan analisis, hasil disajikan selcara 

delskriptif kulalitatif dan pelnarikan simpullan selcara indulktif. 

                                                           
53AbdullKadir Mulhammad, Op. Cit. hlm. 127  



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kewenangan Kejaksaan 

1. Pengertian Kewenangan 

Kelwelnangan belrasal dari kata dasar welwelnang yang diartikan selbagai hal 

belrwelnang, hak dan kelkulasaan yang dipulnyai ulntulk mellakulkan selsulatul. 

Kelwelnangan adalah apa yang diselbult kelku lasaan formal, kelkulasaan belrasal dari 

kelkulasaan dibelrikan olelh ulndang-ulndang ataul dari kelkulasaan elkselkultif 

administratif. Kelwelnangan yang biasanya telrdiri dari belbelrapa welwelnang adalah 

kelkulasaan telrhadap selgolongan orang telrtelntul ataul kelkulasaan telrhadap sulatul 

bidang pelmelrintahan54. 

 

Welwelnang atau l kelwelnangan diseljajarkan delngan aulthority. Aulthority dalam 

Black’s Law Dictionary diartikan selbagai lelgal powelr; a right to command or to 

act; thel right and powelr of pulblic officelrs to relqulirel obeldielncel to thelir ordelrs 

lawfullly issuleld in scopel of thelir pulblic dultiels yang diartikan kelwelnangan ataul 

welwelnang adalah kelkulasaan hulkulm, hak u lntulk melmelrintah ataul belrtindak, hak 

ataul kelkulasaan peljabat pulblic ulntulk melmatulhi atulran hulkulm dalam lingkulp 

mellaksanakan kelwajiban pulblik55. 

 

                                                           
54 Ibid, hlm. 78 
55 Nulr Basulki Winanmo, 2008, Pelnyalahgulnaan We lwe lnang dan Tindak Pidana Koru lpsi, 

Yogyakarta, laksbang me ldiatama, hlm. 65. 
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Dalam Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia selbagaimana dikultip olelh Kamal Hidjaz, 

kata welwelnang disamakan delngan kata kelwelnangan yang diartikan selbagai hak dan 

kelkulasaan ulntulk belrtindak, kelkulasaan melmbulat kelpultulsan, melmelrintah dan 

mellimpahkan tanggulng jawab kelpada orang/badan lain56. Dalam hulkulm pulblic, 

welwelnang belrkaitan delngan kelkulasaan. Kelkulasaan melrulpakan ulnsulr elselnsial dari 

sulatul nelgara dalam prosels pelnyellelnggaraan pelmelrintahan di samping ulnsulr-ulnsulr 

lainnya, yakni : a. hulkulm; b. kelwelnangan; c. keladilan; d. keljuljulran; el. kelbijakan 

dan f. kelbajikan57. 

 

Atelng Syafruldin belrpelndapat ada pelrbeldaan antara pelngelrtian kelwelnangan dan 

welwelnang. Kelwelnangan adalah apa yang diselbult kelwelnangan formal, kelkulasaan 

yang belrasal dari kelkulasaan yang dibelrikan olelh ulndang- ulndang, seldangkan 

welwelnang hanya melngelnai sulatul bagian telrtelntul saja dari kelwelnangan58. Selcara 

yu lridis, pelngelrtian welwelnang adalah kelmampulan yang dibelrikan olelh pelratulran 

pelrulndang-ulndangan ulntulk melnimbullkan akibat-akibat hulkulm. 

 

Delfinisi yang dijellaskan olelh para ahli, pelnullis belrpelndapat bahwa kelwelnangan 

adalah sulatul hak yang dimiliki olelh sulatu l Nelgara ataul lelmbaga Nelgara belrulpa 

welwelnang yang dibelrikan olelh sulatul pelratulran pelrulndang-ulndangan ataul pelratulran 

telrtelntul ulntulk melnjalankan tulgas dan fu lngsinya selbagai warga Nelgara atau l 

lelmbaga Nelgara. Kelwelnangan yang dibelrikan olelh ulndang-ulndang kelpada sulatul 

warga Nelgara ataul Lelmbaga Nelgara adalah kelwelnangan yang melmiliki lelgitimasi, 

                                                           
56 Kamal Hidjaz, loc. Cit., hlm. 35. 
57 Rulsadi Kantaprawira, 1998. Hu lku lm dan Ke lku lasaan, Yogyakarta, hlm. 37-38. 
58 Ate lng Syafruldin, “Me lnuljul Pe lnye lke lnggaraan Pe lme lrintahan Ne lgara yang Be lrsih dan 

Be lrtanggulngjawab”, Julrnal Pro Julstisia, E ldisi IV , (Bandulng, Ulnive lrsitas Parahyangan, 2000), hlm. 

22. 
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selhingga mulncullnya kelwelnangan adalah melmbatasi agar pelnyellelnggara Nelgara 

dalam mellaksanakan pelmelrintahan dapat dibatasi kelwelnangannya agar tidak 

belrlakul selwelnang-welnang. Kelwelnangan selbagai konselp hulkulm pulblik selkulrang-

kulrangnya telrdiri dari tiga ulnsulr, yaitul : 

1. Pelngarulh melruljulk pada pelnggulnaan welwelnang dimaksuldkan ulntulk 

melngelndalikan pelrilakul sulbjelk hulkulm.  

2. Dasar hulkulm belrkaitan delngan prinsip bahwa seltiap welwelnang pelmelrintahan 

yang haruls dapat ditulnjulk dasar hulkulmnya.  

3. Konformitas hulkulm, melngandulng makna adanya standar welwelnang baik 

standar ulmulm yakni selmula jelnis welwelnang dan standar khulsuls digulnakan 

ulntulk jelnis welwelnang telrtelntul

59. 

 

Selcara yulridis, welwelnang melrulpakan kelmampulan yang dibelrikan olelh pelratulran 

pelrulndang-ulndangan ulntulk melnimbullkan akibat-akibat hulkulm60. Dalam 

melmpelrolelh kelwelnangan ada tiga cara ulntulk melmpelrolelh kelwelnangan yaitul antara 

lain: 

1. Atribulsi, yaitul pelmbelrian kelwelnangan olelh pelmbulat ulndang-ulndang selndiri 

kelpada sulatu l organ pelmelrintahan, baik yang suldah ada maulpuln yang barul 

sama selkali61. Artinya kelwelnangan itul belrsifat mellelkat telrhadap organ 

pelmelrintahan telrselbult yang dituljul atas jabatan dan kelwelnangan yang dibelrikan 

kelpada organ pelmelrintahan telrselbult.  

                                                           
59 Nandang Alamsah Dkk, Te lori & Prakte lk Ke lwe lnangan Pelme lrintahan, (Bandulng: Ulnpad Prelss), 

hlm. 13 
60 Indroharto, Asas-Asas Ulmu lm Pe lme lrintahan yang Baik (Bandulng: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 

65. 
61 Ridwan HR, loc.cit., hlm. 104. 
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2. Dellelgasi adalah pelnyelrahan welwelnang yang dipulnyai olelh organ 

pelmelrintahan kelpada organ yang lain62. Dalam dellelgasi melngandulng sulatul 

pelnye lrahan, yaitul apa yang selmulla kelwelnangan orang pelrtama, ulntulk 

sellanjultnya melnjadi kelwelnangan orang keldula. Kelwelnangan yang tellah 

dibelrikan olelh pelmbelri dellelgasi sellanju ltnya melnjadi tanggulng jawab pelnelrima 

welwelnang.  

3. Mandat diartikan sulatul pellimpahan welwelnang kelpada bawahan. Pellimpahan 

itul belrmaksu ld melmbelri welwelnang kelpada bawahan ulntulk melmbulat kelpultulsan 

atas nama peljabat tata ulsaha nelgara yang melmbelr mandat. 

 

Dalam pelneljellasan kelwelnangan atribulsi yaitul pelmbelrian kelwelnangan olelh 

pelmbulat ulndang-ulndang selndiri kelpada sulatul organ pelmelrintahan. Pelmbelrian 

kelwelnangan ini selsulai delngan Pasal 22 ayat (1) UlUlD 1945 dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahu ln 2012 Telntang Pelmbulatan Pelratulran Pelrulndang-Ulndangan63. 

Kelmuldian arti sellanjultnya melngelnai atribulsi yakni kelwelnangan ini belrsifat mellelkat 

telrhadap organ pelmelrintahan dituljul atas jabatan dan kelwelnangan yang dibelrikan 

kelpada organ pelmelrintahan telrselbult, artinya ada rasa tanggulng jawab yang haruls 

bisa dipelrtanggu lng jawabkan bila kelwelnangan ini suldah dilakulkan. Selcara 

langsulng ataul tidak langsulng kelwelnangan ini akan melmbelrikan dampak hulkulm 

yang haruls dipelrtanggulngjawabkan. 

 

2. Wewenang Kejaksaan selaku Penyidik, Penuntut Umum dan Auditor 

Kelbelradaan instansi Keljaksaan saat ini adalah UlUl Keljaksaan. Melnulru lt Keltelntulan 

dalam Pasal 2 ayat (1) UlUl Keljaksaan, diselbultkan bahwa Keljaksaan Relpulblik 

                                                           
62 Opcit. hlm. 105. 
63 LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TNLRI Nomor 5234 
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Indonelsia adalah lelmbaga pelmelrintah yang mellaksanakan kelkulasaan nelgara di 

bidang pelnulntultan selrta kelwelnangan lain belrdasarkan ulndang-ulndang64. Selmelntara 

orang yang melnjalankan tulgas, fulngsi, dan kelwelnangan diselbult Jaksa. Pasal 1 ayat 

(1) UlUl Keljaksaan melnjellaskan Jaksa adalah peljabat fulngsional yang dibelri 

welwelnang olelh ulndang-ulndang ulntulk belrtindak selbagai pelnulntult ulmulm dan 

pellaksanaan pultu lsan pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap 

selrta welwelnang lainnya belrdasarkan ulndang-ulndang. Selhingga tulgas dan fulngsi 

jaksa tidak hanya selbagai pelnulntult ulmu lm, mellainkan melmiliki kelwelnangan 

selbagai Jaksa Pelngacara Nelgara, Elkselku ltor pultulsan pelngadilan yang tellah 

melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap, selbagai pelnyellidik tindak pidan telrtelntul, 

bahkan Keljaksaan julga selkarang melmiliki welwelnang melnjadi aulditor. 

 

Kelduldulkan jaksa pelnyidik sellakul pelngelndali prosels pelrkara (Dominuls Litis) pada 

tahap pelnyidikan belrwelnang melnelntulkan sulatul pelrkara layak diajulkan kel tahap 

pelnulntultan ataul tidak mellaluli belrkas hasil pelnyidikan. Melnulrult KUlHAP pelnyidik 

melmiliki welwelnang melncari dan melngulmpullkan bulki ulntulk melmbulat titik telrang 

pelristiwa yang dianggap tindak pidana dan gulna melnelmulkan telrsangkanya delngan 

cara mellakulkan pelnangkapan, pelnahanan, pelnggelleldahan dan pelnyitaan. Jaksa 

pelnyidik julga melmiliki kelwelnangan dalam mellakulkan pelnyidikan telrhadap tindak 

pidana telrtelntul.  

 

Pelratulran pelralihan Pasal 284 Ayat (2) KUlHAP mellobatkan jaksa ataul pelnulntult 

ulmulm selbagai pelnyidik dalam tindak pidana khulsuls. M. Yahya Harahap 

melnjellaskan yang dimaksuld keltelntulan khulsuls acara pidana selbagaimana pada 

                                                           
64 Marwan E lffe lndy, 2007,  Keljaksaan Relpu lblik Indonelsia, Posisi, dan Fulngsi dari Pre lspe lktif 

Hu lku lm, Ghalia Indonelsia, hlm. 127. 
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ulndang-ulndang telrtelntul ialah keltelntulan khu lsuls acara pidana selbagai pada Ulndang-

Ulndang Darulrat Nomor 7 Tahuln 1955 dan Ulndang-Ulndang Nomor 3 Tahuln 1971 

telntang Pelmbelrantasan Tindak Pidana Koru lpsi65. 

 

Pelnulntult ulmulm selbagai organ yang wakil pelngulasa yang melmiliki fulngsi melnulntult 

dan melneltapkan keltelntulan pidana yang dikelnakan telrsangka sellanjultnya disulsuln 

melnjadi sulrat dakwaan yang akan dilimpahkan kel pelngadilan. Pasal 137 KUlHAP 

yang melnyatakan pelnulntult ulmulm belrwelnang mellakulkan pelnulntultulan telrhadap 

siapapuln yang didakwa mellakulkan sulatul tindak pidana dalam daelrah hulkulmnya 

delngan mellimpahkan pelrkara kel pelngadilan yang belrwelnang melngadili. 

Welwelnang pelnu lntultan dipelgang olelh pelnulntult ulmulm selbagai monopoli, yang 

artinya tidak ada badan lain yang bolelh mellakulkan pelnulntultan66. 

 

Tulgas dan welwelnang keljaksaan telrtulang pada Pasal 30 UlUl Keljaksaan, bahwa : 

(1) Di bidang pidana, keljaksaan melmpu lnyai tulgas dan welwelnang : 

a. Mellaksanakan pelnulntultan 

b. Mellaksanakan pelneltapan hakim dan pultulsan pelngadilan yang tellah 

melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap 

c. Mellakulkan pelngawasan telrhadap pellaksanaan pultulsan pidana belrsyarat, 

pultulsan pidana pelngawasan, dan kelpultulsan lelpas belrsyarat 

d. Mellakulkan pelnyellidikan telrhadao tindak pidana belrdasarkan ulndang-

ulndang 

e. Mellelngkapi belrkas pelrkara telrtelntul dan ulntulk itul dapat mellakulkan 

pelmelriksaan tambahan selbellulm dilimpahkan kel pelngadilan yang dalam 

pellaksanaanya dikoordinasikan delngan pelnyidik. 

(2) Di bidang pelrdata dan tata ulsaha nelgara keljaksaan delngan ku lasa khulsuls 

dapat belrtindak baik didalam maulpuln dilular pelngadilan ulntu lk dan atas 

nama nelgara ataul pelmelrintah 

(3) Dalam bidang keltelrtiban dan keltelntraman ulmulm keljaksaan tulrult 

melnye llelnggarakan kelgiatan : 

a. Pelningkatan kelsadaran hulkulm masyarakat  

b. Pelngamanan kelbijakan pelnelgakan hulkulm 

                                                           
65 M. Yahya Harahap, 2012. Pelmbahasan Pelrmasalahan dan Pe lne lrapan KUlHAP, Pe lnyidikan dan 

Pe lnulntu ltan, Eldisi Ke ldula, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 365-366. 
66 Moch. Faisal Salam, 2001. Hu lkulm Acara Pidana dalam Telori dan Praktelk, Bandulng, Mandar 

Majul, hlm. 46. 
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c. Pelngawasan pelreldaran barang celtakan 

d. Pelngawasan kelpelrcayaan yang dapat melmbahayakan masyarakat dan 

nelgara 

e. Pelncelgahan pelnyalahgulnaan dan/ataul pelnodaan agama 

f. Pelnellitian dan pelngelmbangan hu lkulm selrta static kriminal  

 

Pasal 30A : 

Dalam pelmullihan aselt, Keljaksaan belrwelnang mellakulkan kelgiatan pelnellulsulran, 

pelrampasan, dan pelngelmbalian aselt pelrolelhan tindak pidana dan aselt lainnya 

kelpada nelgara, korban, ataul yang belrhak 

Pasal 30 B 

Dalam bidang intellijeln pelnelgakan hulkulm, Keljaksaan belrwelrnang : 

a. Melnye llelnggarakan fulngsi pelnyellidikan, pelngamanan, dan pelnggalangan 

ulntulk kelpelntingan pelnelgakan hulkulm 

b. Melnciptakan kondisi yang melndulkulng dan melngamankan pellaksanaan 

pelmbangu lnan 

c. Mellakulkan kelrja sama intellijeln pelnelgakan hulkulm delngan Lelmbaga 

intellijeln dan/ataul pelnyellelnggara intellijeln nelgara lainnya, di dalam maulpuln 

dilular nelgelri 

d. Mellaksanakan pelncelgahan korulpsi, kolulsi, dan nelpotismel 

e. Mellaksanakan pelngawasan mulltimeldia 

 

Pasal 30C 

Sellain mellaksanakan tulgas dan welwelnang selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 30, 

Pasal 30A, Pasal 30B keljaksaan : 

a. Melnye llelnggarakan kelgiatan statistic kriminal dan Kelselhatan yulstitsial 

Keljaksaan 

b. Tulrult selrta dan aktif dalam pelncarian kelbelnaran atas pelrkara pellanggaran 

hak asasi manulsia yang belrat dan konflik sosial telrtelntul delmi telrwuljuldnya 

keladilan 

c. Tulrult selrta dan aktif dalam pelnanganan pelrkara pidana yang mellibatkan 

saksi dan korban selrta prosels relhabilitasi, relstitulsi, dan kompelnsasinya 

d. Mellakulkan meldiasi pelnal, mellaku lkan sita elkselkulsi ulntulk pelmbayaran 

pidana delnda dan pidana pelngganti selrta relstitulsi 

e. Dapat melmbelrikan keltelrangan selbagai bahan informasi dan velrifikasi 

telntang ada ataul tidaknya dulgaan pellanggaran hulkulm yang seldang ataul 

tellah diprosels dalam pelrkara pidana ulntulk melnduldulki jabatan pulblic atas 

pelrmintaan instansi yang belrwelnang 

f. Melnjalankan fulngsi dan kelwelnangannya di bidang kelpelrdataan dan/ataul 

bidang pu lblic lainnya selbagaimana diatulr dalam ulndang-ulndang 

g. Mellakulkan sita elkselkulsi ulntulk pelmbayaran pidana delnda dan ulang 

pelngganti 

h. Melngajulkan pelninjaulan kelmbali 

i. Mellakulkan pelnyadapan belrdasarkan ulndang-ulndang khulsuls yang melngatulr 

melngelnai pelnyadapan dan melnye llelnggarakan pulsat pelmantaulan di bidang 

tindak pidana 

 



39 

Aulditor keljaksaan bellulm melmiliki lelgalitas yang jellas. Namuln, dalam 

mellaksanakan tu lgas dan fulngsinya, aulditor keljaksaan mellaksanakan welwelnang 

dalam bidang pelngawasan. Pasal 521 Pelratulran Jaksa Agulng Relpulblik Indonelsia 

Nomor PElR-006/A/JA/07/2017 telntang Organisasi dan Tata Kelrja Keljaksaan RI67 

Melnjellaskan lingkulp bidang pelngawasan mellipulti pelrelncanaan, pellaksanaan, dan 

pelngelndalian pellaksanaan pelngawasan atas kinelrja dan kelulangan intelrn keljaksaan, 

selrta pellaksanaan pelngawasan ulntulk tuljulan telrtelntul atas pelnulgasan jaksa agulng 

selsulai delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan.  

 

Pasal 7 Ayat (2) Pelratulran Melntelri Pelndayagulnaan Aparatulr nelgara dan Relformasi 

Nomor 48 Tahuln 202268  telntang Jabatan Fulngsional Aulditor yang melnjellaskan 

welwelnang aulditor, yaitul :  

a. Pelrelncanaan, pelrorganisasian, dan pelngelndalian pelnagawasan intelrn;  

b. Pellaksanaan telknis pelngawasan intelrn dan  

c. Elvalulasi pelngawasan intelrn.  

 

B. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Istilah korulpsi belrasal dari Bahasa latin corrulptio ataul corrulptuls  yang belrarti 

kelrulsakan ataul kelbobrokan. Dalam bahasa Inggris dikelnal delngan kata 

corrulption/corru lpt, seldangkan dalam bahasa Bellanda diselbult corrulptiel. Selhingga 

kata korulpsi di Indonelsia diambil dari bahasa Bellanda.69 Melnulrult Kamuls Belsar 

Bahasa Indonelsia pelngelrtian korulpsi adalah pelnyellelwelngan ataul pelnyalahgulnaan 

                                                           
67 BNRI Tahuln 2017 Nomor 1069. 
68 BNRI Tahuln 2022 Nomor 1144. 
69 Andi Hamzah, 2007, Pelmbelrantasan Korulpsi me llalu li Hulku lm Pidana Nasional dan Intelrnasional, 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Pelrsada, hlm. 4. 
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ulang nelgara (pelrulsahaan, organisasi, Yayasan, dan selbagainya) ulntulk kelulntulngan 

pribadi ataul orang lain. Seldangkatn selcara harfiah korulpsi dapat belrulpa : 

a. Keljahatan, kelbulsulkan, dapat disulap, tidak belrmoral, kelbeljatan, dan 

keltidakjuljulran. 

b. Pelrbulatan yang bulrulk selpelrti pelnggellapan ulang, pelnelrimaan ulang sogok, dan 

lainnya 

 

Seldangkan selcara didelfinisikan kata korulp selndiri belrarti bulsulk, sulka melnelrima 

ulang sulap, melmakai kelkulasaan ulntulk kelpelntingan selndiri dan selbagainya. 

Pelngelrtian koru lpsi selndiri ialah pelrbulatan bulsulk selpelrti pelnggellapan ulang, 

pelnelrimaan ulang, dan selbagainya, dan arti dari korulptor adalah orang yang 

mellakulkan korulpsi. Istilah korulpsi selringkali diikulti delngan istilah kolulsi dan 

nelpotismel yang sellalul dikelnal istilah KKN (Korulpsi, Kolulsi dan Nelpotismel).  

 

Kolulsi dapat diartikan selbagai pelrmulfakatan ataul Kelrjasama mellawan hulkulm antar 

pelnye llelnggara nelgara ataul anatr pelnyellelnggara nelgara delngan pihak lain yang 

melrulgikan orang lain, masyarakat dan/ataul nelgara. Selmelntara itul nelpotismel adalah 

seltiap pelrbulatan pelnye llelnggara nelgara selcara mellawan hu lkulm yang 

melngulntulngkan kelpelntingan kellularga dan/ataul kroninya diatas kelpelntingan 

masyarakat, bangsa dan nelgara70. Transparelncy Intelrnasional melmbelrikan delfinisi 

telntang korulpsi selbagai pelrbulatan pelnyalahgulnaan kelkulasaan dan kelpelrcayaan 

                                                           
70 Mali Be lnyamin, Mikhae ll dkk, 2022, Pelndidikan Kelwargane lgaraan : Me lndidik Gelne lrasi Mile lnial 

yang Belrwawasan Ke lbangsaan, Jakarta, Pelne lrbit Ulnive lrsitas Katolik Indone lsia Atma Jaya. hlm. 40 
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pulblik ulntulk kelu lntulngan pribadi.71 Telrdapat tiga ulnsulr dalam pelngelrtian korulpsi, 

yaitul

72 : 

a. Melnyalahgu lnakan kelkulasaan 

b. Kelkulasaan yang dipelrcayakan, yaitul baik dari selktor pulblic mau lpuln selktor 

swasta melmiliki aksels bisnis ataul kelulntulngan matelri 

c. Kelulntulngan pribadi (tidak belrarti hanya ulntulk diri selndiri, teltapi ju lga anggota 

kellularga atau l kelrabatnya) 

 

Melnulrult Lulbis dan Scott dalam pandangannya telntang korulpsi ialah tingkah lakul 

yang melngulntulngkan kelpelntingan diri selndiri delngan melrulgikan orang lain, olelh 

para peljabat pelmelrintah yang langsulng mellanggar batas-batas hulkulm atas tingkah 

lakul telrselbult.73 Seldangkan melnulrult norma-norma pelmelrintahan dapat dianggap 

korulpsi apabila hulkulm yang dilanggar ataul tidaknya dalam bisnis tindakan telrselbult 

adalah telrcella. 

 

Korulpsi adalah su latul tindakan pidana yang melmpelrkaya diri selndiri delngan selcara 

langsulng ataulpu ln tidak langsulng, dan melrulgikan kelulangan dan pelrelkonomian 

nelgara74. Ulnsulr tindak pidana korulpsi telrcantulm dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK 

yang melnjellaskan bahwa “seltiap orang yang selcara mellawan hulkulm mellakulkan 

pelrbulatan melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana pelnjara delngan 

pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 4 (elmpat) tahuln dan paling 

                                                           
71 IGM Nulrdjana, 2009,  Siste lm Hu lku lm Pidana dan Bahaya Late ln Koru lpsi, Yogyakarta, Total 

Me ldia, hlm. 14 
72 Ibid 
73 Jawade l Hafidz Arsyad, 2017, Koru lpsi dalam Pre lspe lktif HAN, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 168. 
74 J.C.T. Simorangkir dkk, 2010, Kamu ls Hu lku lm, Jakarta, SInar Grafika, hlm. 61. 
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lama 20 (dula pullulh) tahuln dan delnda paling seldikit Rp. 200.000.000,00 (dula ratuls 

julta rulpiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satul milyar rulpiah).” 

 

Korulpsi dilakulkan selcara sadar dan diselngaja olelh para pellakulnya. Selhingga tidak 

ada keltelrikatan antara tindakan korulpsi delngan kapasitas rasional pellakulnya, 

selhingga korulpsi jellas dapat dibelnarkan dari mal-administrasi ataul salah ulruls75. 

Tindak pidana korulpsi melrulpakan pellanggaran telrhadap hak-hak masyarakat, baik 

dalam hak elkonomi maulpuln hak sosial. Tindak pidana korulpsi digolongkan 

melnjadi keljahatan lular biasa (elxtra-ordinary crimels). Dampak dari koru lpsi telrselbult 

melmbulahkan pelndelritaan yang dialami masyarakat telrultama masyarakat yang 

belrada dibawah garis kelmiskinan.  

 

Selbagaimana dikeltahuli, korulpsi bulkanlah hal yang barul dalam aktivitas 

individul/pulblik dalam sulatul nelgara, telrmasu lk Indonelsia, selpelrti yang E llwi Danil & 

Iwan Kulrniawan ulngkapkan “Nowdays, corrulption is still thel most and biggelst 

problelm facing by Indonelsian, dulel its impacrs on thel nation”76Otoritas pelmelrintah 

di Indonelsia melmiliki posisi telratas selbagai biang tindak pidana korulpsi, 

belrdasarkan Indonelsia Corrulption Watch (ICW) potelnsi kelrulgian pada 252 kasuls 

korulpsi delngan 612 telrsangka pada selmelstelr I 2022 melncapai lelbih dari Rp. 33 

triliuln77. Kelfasihan manulsia ulntulk melnghindari sistelm yang dirancang ulntulk 

                                                           
75 Jawade l Hafidz Arsyad, 2017, Op.Cit, hlm. 169-170 
76 Ellwi Danil & Iwan Kulrniawan, Optimizing Confiscation of Asse lts in Acce lle lrating thel E lradication 

of Corru lption, Halre lv, Volulme l 3 Issule l, April 2017, hlm. 67-76 
77 Julnae ldi Se lto Sapultro, 2023, Pe lringatan Hakordia 2023, Koru lpsi adalah Parasit Masyarakat dan 

Ne lgara, Kanwil DJKN Riaul, DJKN Ke lme lnte lrian Ke lulangan, 

https://www.djkn.ke lme lnke lul.go.id/kanwil-rsk/baca-artike ll/16641/Pelringatan-Hakordia-2023-

Korulpsi-Adalah-Parasit-Masyarakat-dan-Ne lgara.html. diakse ls pada 1 Delse lmbe lr 2023. 
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mellindulngi intelgritas Lelmbaga dan prosels tampak tidak ada habisnya. Hal ini 

diselbabkan olelh rasa malul yang suldah langka.78 

 

2. Kerugian Keuangan Negara 

Kelulangan nelgara melrulpakan ulrat nadi dalam pelmbangulnan sulatul nelgara dan amat 

melnelntulkan kellangsulngan pelrelkonomian, baik masa saat ini ataul masa yang akan 

datang. Pelngelmbalian dilakulkan apabila telrjadi pelnyimpangan kelku lasaan yang 

dilakulkan olelh peljabat yang tuljulannya u lntulk melmpelrkaya diri selndiri ataul 

korporasi dan melngakibatkan kelrulgian kelulangan nelgara. 

 

Makna Kelrulgian melnulrult KBBI pulla diartikan selbagai melnanggulng ataul melndelrita 

rulgi, selsulatul yang anggap melndatangkan ru lgi79.  Pasal 1 angka 1 Ulndang-ulndang 

Nomor 17 Tahu ln 2003 telntang Kelulangan Nelgara80 melndelskripsikan kelulangan 

nelgara ialah selmu la hak dan kelwajiban nelgara yang dapat dinilai delngan ulang, selrta 

selgala selsulatul baik belrulpa ulang ataulpuln belrulpa barang yang dapat dijadikan milik 

nelgara belrhulbulngan delngan pellaksanaan hak dan kelwajiban telrselbu lt. Kelrulgian 

kelulangan nelgara dimaknai belrkulrangnya kelkayaan nelgara yang diselbabkan olelh 

pelnyalahgulnaan welwelnang ataul kelselmpatan ataul sarana yang ada pada selselorang 

karelnan jabatannya dan/ataul kelduldulkannya. Akibat dari pelrbulatan selngaja 

mellawan hulkulm dalam belntulk 81: 

a. Hak nelgara u lntulk melmulngult pajak, melngellularkan dan melngeldarkan ulang, dan 

mellakulkan pinjaman. 

                                                           
78 Jawade l Hafidz Arsyad, Op.Cit, hlm. 170-171 
79 Ibid, hlm. 1186 
80 LNRI  Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286  
81 He lrnold Fe lrry Makawimbang, Me lmahami Me lnghindari Pe lrbulatan Me lrulgikan Ke lulangan Ne lgara 

Dalam Tindak Pidana Korulpsi dan Pelnculcian Ulang, Thafa Me ldia, Yogyakarta 2015, hlm 43-44. 
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b. Kelwajiban nelgara ulntulk melnye llelngarakan tulgas layanan ulmulm pelmelrintahan 

nelgara dan melmbayar tagihan pihak keltiga 

c. Pelnelrimaan nelgara dan pelngellulran nelgara. 

d. Pelnelrimaan daelrah dan pelngellulran daelrah; 

e. Kelkayaan nelgara/ kelkayaan daelrah yang dikellolah selndiri ataul olelh pihak lain 

belrulpa ulang, sulrat belrharga, piultang, barang, selrta hak-hak lain yang dapat 

dinilai delngan telrmasulk kelkayaan yang dipisahkan pada pelrulsahaan nelgara/ 

pelrulsahaan daelrah. 

 

Kelrulgian kelulangan nelgara telrjadi pada dula tahap, tahap yang pelrtama ialah tahap 

dana masulk pada kas nelgara, yang kelrulgiannya bisa telrjadi delngan melnelmpulh 

konspirasi pajak, delnda, pelngelmbalian kelrulgian nelgara dan pelnyellulndulpan. 

Seldangkan tahap keldula ialah tahap dana akan kellular dari kas nelgara yaitul telrjadi 

selbab mark ulp, korulpsi, pellaksanaan kelgiatan yang tidak selsulai program, dan 

lainnya.  

 

Pelngelrtian kelrulgian nelgara melnulrult Pasal 1 ayat (22) Ulndang- ulndang Nomor 1 

Tahuln 2004 Telntang Pelbelndarahaan Nelgara82 yang dimaksuld delngan kelrulgian 

nelgara ataul daelrah adalah kelkulrangan ulang, sulrat belrharga dan barang nyata dan 

pasti julmlahnya selbagai akibat pelrbulatan mellawan hulkulm baik selngaja maulpuln 

lalai. Melnulrult Pasal 2 ayat (1) UlUlPTPK mellipulti seltiap orang yang selcara mellawan 

hulkulm mellakulkan pelrbulatan melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul 

korporasi yang dapat melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara. 

Melnulrult Pasal 4 UlUlPTPK pelngelmbalian kelrulgian kelulangan nelgara tidak dapat 

                                                           
82 LNRI Tahuln 2004 Nomor 5, TLNRINomor 4355.  
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melnghapuls pidananya pellakul tindak pidana dimaksuld dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Maka dari itul, pelngelmbalian kelrulgian kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara 

hanyalah salah satul alasan melringan hulkulman saja83. 

 

UlUlPTPK melngatulr keltelntulan lain telntang pidana tambahan yang diatu lr dalam 

Pasal 18. Adapuln hulkulman tambahan itul belrulpa : 

1. Pelrampasan barang belrgelrak yang telrwuljuld ataul tidak belrwuljuld, ataul barang 

tidak belrgelrak yang digulnakan ulntulk ataul yang dipelrolelh dari tindak pidana 

korulpsi telrmasulk pelrulsahaan milik telrpidana di mana tindak pidana korulpsi 

dilakulkan belgitul pulla harga dari barang yang melnggantikan barang telrselbult;  

2. Pelmbayaran ulang pelnggani yang ju lmlahnya selbanyak-banyaknya sama 

delngan harta belnda yang dipelrolelh dari tindak pidana korulpsi telrselbult;  

3. Pelnultulpan sellulrulh ataul selbagian pelrulsahaan ulntulk paling lama 1 (satul) tahuln;  

4. Pelncabultan sellulrulh ataul selbagian hak-hak telrtelntul ataul pelnghapu lsan sellulrulh 

ataul selbagian kelulntulngan telrtelntul, yang tellah ataul dapat dibelrikan olelh 

Pelmelrintah kelpada Telrpidana;  

5. Dalam hal tidak melmbayar ulang pelngganti paling lama dalam waktul 1 (satul) 

bullan selsuldah pultulsan pelngadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang tellah melmpelrolelh 

kelulatan hulku lm teltap, maka harta belndanya dapat disita olelh Jaksa dan dilellang 

ulntulk melnu ltulpi ulang pelngganti telrselbult. Dalam hal Telrpidana tidak 

melmpulnyai harta belnda yang melnculkulpi ulntulk melmbayar ulang pelngganti 

(Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana pelnjara lamanya tidak mellelbihi ancaman 

maksimulm dari pidana pokonya selsulai Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 

dan lamanya pidana telrselbult suldah ditelntulkan dalam pultulsan pelngadilan.84 

 

Tindak pidana korulpsi yang melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara 

diatulr dalam Pasal 2 ayat (1) UlUlPTPK yang bulnyinya :  

“ Seltiap orang yang selcara mellawan hulkulm mellakulkan pelrbulatan 

melmpelrkkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana delngan 

pidana pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 4 (elmpat) 

tahuln dan paling lama 20 (dula pullu lh) tahuln dan delnda paling seldikit Rp. 

200.000.000,00 (dula ratuls julta rulpiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satul miliar rulpiah)”  

 

Selrta melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr selbagai belriku lt: 

                                                           
83 Darwan Prints, 2002, Pelmbe lrantasan Tindak Pidana Koru lpsi, Jakarta,  PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm. 62.  
84 Ibid, hlm 71-72.  
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1. Pellakul (manulsia dan korporasi) 

2. Mellawan hu lkulm 

3. Melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain 

4. Dapat melrulgikan nelgara ataul pelrelkonomian Nelgara 

 

Sellanjultnya Pasal 3 UlUlPTPK  melnyatakan :  

“ Seltiap orang yang delngan tuljulan melngulntulngan diri selndiri ataul orang 

lain ataul sulataul korporasi, melnyalahgulnakan kelwelnangan, kelselmpatan atau l 

sarana yang ada padanya karelna jabatan ataul kelduldulkan yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana delngan 

pidana selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 1 (satu l) tahuln dan 

paling lama 20 (dula pullulh) tahuln dan/ataul delnda paling seldikit Rp. 

50.000.000,00 (lima pullulh julta rulpiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satul miliar rulpiah)”  

 

Delngan ulnsulr-ulnsulrnya ialah85: 

1. Pellakul (manulsia dan korporasi) 

2. Melngulntulngkan diri selndiri, orang lain, pellakul, ataul korporasi 

3. Melnyalahgu lnakan kelwelnangan, kelselmpatan, ataul sarana yang ada padanya 

4. Melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara 

 

Pelnjellasan dalam Pasal 32 ayat (1) UlUlPTPK  yang dimaksuld delngan “ selcara nyata 

tellah ada kelrulgian kelulangan nelgara” adalah kelrulgian yang suldah dapat dihitulng 

julmlahnya belrdasarkan hasil telmulan instansi yang belrwelnang ataul aku lntan pulblik 

yang ditulnjulk.  

 

Kelrulgian dalam praktik ulndang-ulndang pelmbelrantasan Tindak Pidana Korulpsi 

dapat dilihat dalam peltulnjulk pellaksanaan pelmelriksaan khulsuls pelnyimpangan yang 

belrindikasi melru lgikan kelulangan ataul kelkayaan nelgara dan/ataul pelrelkonomian 

nelgara yang ditelrbitkan BPKP melnjellaskan86: 

                                                           
85 Sulrachmin, 2011, Stratelgi Koru lpsi dan Telknik Koru lpsi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 17 
86 BPKP, PSP : Peltulnjulk Pe llaksaan Pe lme lriksaan Khulsuls atas Kasuls Pe lnyimpangan yang 

Be lrindikasikan Me lrulgikan Ke lulangan/Ke lkayaan Ne lgara dan/ataul Pe lre lkonomian Ne lgara, Julni 1996, 

hlm 3. 
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1. Pelngelrtian Pelmelriksaan Khulsuls yang dimaksuld dalam bulkul peltulnjulk ini, 

adalah pelmelriksaan yang dilakulkan telrhadap kasuls pelnyimpangan yang 

melnimbullkan kelrulgian/kelkayaan nelgara dan/ataul pelrelkonomian nelgara, 

selhigga pada akhirnya dapat ditarik kelsimpullan melngelnai ada tidaknya 

indikasi Tindak Pidana Korulpsi ataulpuln pelrdata yang belrsangkultan. 

2. Seldangkan pelngelrtian kelrulgian kelu langan ataul kelkayaan nelgara yang 

dimaksuld dalam bulkul peltulnjulk ini adalah sulatul kelrulgian nelgara yang tidak 

hanya belrsifat rill yaitul yang belnar-belnar telrjadi, namuln julga yang belrsifat 

potelnsial yang bellulm telrjadi selpelrti adanya pelndapatan nelgara yang akan 

ditelrima dan lainya. 

 

Dipastikannya kelrulgian kelulangan nelgara tellah telrjadi, maka salah satu l ulnsulr atau l 

dellik korulpsi dan ataul pelrdata tellah telrpelnulhi, seldangkan delngan adanya tuljulan 

dilakulkan pelrhitu lngan kelrulgian nelgara antara lain adalah87: 

1. Ulntulk melnelntulkan julmlah ulang pelngganti/tulntultan ganti rulgi yang haruls 

disellelsaikan olelh pihak yang telrbulkti belrsalah bila kelpada telrpidana dikelnakan 

pidana tambahan selbagaimana diatulr dalam pasal 17 dan 18 UlUlPTPK.  

2. Selbagai salah satul patokan/aculan bagi jaksa ulntulk mellakulkan pelnulntultan 

melngelnai belrat/ringannya hulkulman yang pelrlul dijatulhkan belrdasarkan 

keltelntulan pelrulndang-ulndangan yang belrlakul dan bagi hakim selbagai bahan 

pelrtimbangan dalam melneltapkan kelpultulsannya. 

 

Pelngelmbalian kelulangan/aselt nelgara akibat tindak pidana korulpsi dapat dilakulkan 

mellaluli belbelrapa tahap. Tahap pelrtama, mellakulkan pellacakan aselt, delngan 

                                                           
87 https;//pulsdiklatwas.bpkp.go.id/konte ln/show/1000, akse ls 4 April 2024. 
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mellakulkan invelstigasi ataul pellacakan aselt ini ulntulk melngindelntifikasi aselt, lokasi 

pelnyimpangan aselt, bulkti kelpelmilikan aselt dan hulbulngannya delngan tindak pidana 

yang dilakulkan. Tahap ini selkaliguls melru lpakan pelngulmpullan alat-alat bulkti88. 

Tahap keldula, pelmbelkulan ataul pelrampasan aselt, melnulrult Konvelksi Anti Korulpsi 

(KAK) Tahuln 2003, pelmbelkulan ataul pelrampasan belrarti larangan selmelntara ulntulk 

melntransfelr, melngonvelrsi, melndisposisi ataul melmindahkan kelkayaan ataul ulntulk 

selmelntara dianggap selbagai ditarulh dibawah pelrwalian ataul dibawah pelngawasan 

belrdasarkan pelrintah pelngadilan ataul badan yang belrwelnang lainnya89. 

 

Tahap keltiga, pelnyitaan aselt yakni telrmasulk pelnye lrahan apabila dipelrlulkan 

melrulpakan pelncabultan selcara pelrmaneln aselt-aselt dari pelngulasaan dan/atau l 

kelpelmilikan pellakul tindak pidana korulpsi belrdasarkan pelrintah pelngadilan atau l 

badan yang belrwelnang lainnya90. 

 

C. Wewenang Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi 

Kelduldulkan Keljaksaan akan sangat belrpelngarulh dalam melngimplelmelntasikan 

fulngsi, pelran dan welwelnangnya. Hal ini jellas sangat belrkaitan delngan kinelrja dari 

Keljaksaan itul selndiri91, implelmelntasi tulgas dan welwelnangnya diharapkan diamati 

pada saat ini dan preldiksi tantangan keldelpan yang haruls melmpelrtimbangkan 

pelrkelmbangan globalisasi, opini masyarakat dan relformasi yang mellahirkan 

paradigma barul dalam kelhidulpan belrbangsa dan belrnelgara, selrta mellahirkan 

                                                           
88 Bambang Hartono, 2012, Ulpaya Pelngelmbalian Ase lt Ne lgara di Indonelsia, Pulstaka Magiste lr 

Se lmarang, hlm. 77. 
89 Ibid, hlm. 80.  
90 Ibid, hlm. 84. 
91 Sulhardibroto, Relprofe lsionalisasi Kine lrja Ke ljaksaan, https://www.khn.or.id, , diakse ls pada 

tanggal 3 De lse lmbe lr 2023. 

https://www.khn.or.id/
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pelrulbahan kelbijakan dalam bidang pelmelrintahan telrmasulk kelbijakan dalam 

pelnelgakan hulkulm92. 

 

Keljaksaan Relpbu llik Indonelsia melrulpakan Le lmbaga nelgara yang mellaksanakan 

kelkulasaan nelgara, khulsulsnya dibidang pelnu lntultan. Selbagai badan yang melmiliki 

kelwelnangan dalam pelnelgakan hulkulm dan keladilan, keljaksaan dipimpin olelh Jaksa 

Agulng yang dipilih olelh dan belrtanggulng jawab kelpada Prelsideln. Melngacul pada 

UlUl Keljaksaan, Keljaksaan melrulpakan salah satul pelnelgak hulkulm yang ditulntult 

ulntulk belrpelran dalam melnelgakkan sulpelrmasi hulkulm, pelrlindulngan kelpelntingan 

ulmulm, pelnelgakan hak asasi manulsia, selrta pelmbelrantasan Korulpsi, Kolulsi, dan 

Nelpotismel (KKN). Dalam ulndang-ulndang ini, Keljaksaan Relpulblik Indonelsia 

selbagai Lelmbaga pelmelrintahan fulngsinya belrkaitan delngan kelkulasaan kelhakiman 

yang mellaksanakan kelkulasaan nelgara dibidang pelnulntultan dan kelwelnangan 

lainnya belrdasarkan ulndang-ulndang selcara melrdelka, maknanya ialah keljaksaan 

telrlelpas dari pelngarulh kelkulasaan pelmelrintahan dan pelngarulh kelkulasaan lainnya93. 

 

Lelmbaga keljaksaan selbagai pelngelndali prosels pelrkara (Dominuls Litis) yang mana 

keljaksaan belrada pada posisi selntral delngan pelran stratelgis dalam pelmantapan 

keltahanan bangsa. Keljaksaan belrada di poros dan melnjadi filtelr antara prosels 

pelnyidikan dan prosels pelmelriksaan di pelrsidangan dan selbagai pellaksana 

pelneltapan selrta kelpultulsan pelngadilan. Belrdasarkan UlUl Keljaksaan welwelnang 

keljaksaan telrtulang pada Pasal 30 ayat (1) yaitul : 

 

                                                           
92 Notulle ln Pre lse lntasi Makalah Diskulsi Pane ll, 2001.  Strate lgi Pe lningkatan Kine lrja Ke ljaksaan dalam 

Rangka Me lwu lju ldkan Sulpre lmasi Hu lku lm, Ke ljaksaan DKI Jakarta, Jakarta, hlm. 2 
93 Ke ljaksaan Re lpulblik Indone lsia, https://www.ke ljaksaan.go.id/page ls/pe lnge lrtian-ke ljaksaan, diakse ls 

pada 20 De lse lmbe lr 2023 

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan
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a. Mellakulkan pelnultultan 

b. Mellaksanakan pelneltapan hakim dan pultulsan pelngadilan yang tellah 

melmpelrolelh kelkulatan hulkulm teltap 

c. Mellakulkan pelngawasan telrhadap pellaksanaan pultulsan pidana belrsyarat, 

pultulsan pidana pelngawasan, dan kelpultulsan lelpas belrsyarat. 

d. Mellakulkan pelnyidikan telrhadap tindak pidana telrtelntul belrdasarkan ulndang-

ulndang 

e. Mellelngkapi belrkas pelrkara telrtelntul dan ulntulk itul mellakulkan pelmelriksaan 

tambahan selbellulm dilimpahkan kel pelngadilan yang dalam pellaksanaanya 

dikoordinasikan delngan pelnyidik. 

 

Keljaksaan tidak hanya melmpulnyai welwelnang dalam bidang pidana selpelrti diatas, 

dalam bidang pelrdata dan tata ulsaha nelgara, keljaksaan melmpulnyai welwelnang 

kulasa khulsuls yang dapat belrtindak baik didalam maulpuln dilular pelngadilan ulntulk 

dan atas nama nelgara ataul pelmelrintahan, hal ini telrtulang pada Pasal 30 ayat (2) UlUl 

Keljaksaan. Dalam bidang intellijeln pelnelgakan hulkulm, Keljaksaan julga melmiliki 

welwelnang yang salah satulnya ialah mellaksanakan pelncelgahan korulpsi, kolulsi dan 

nelpotismel (KKN) yang telrtulang pada Pasal 30B hulrulf d UlUl Keljaksaan. 

 

Keljaksaan selbagai Le lmbaga yang melngelndalikan pellaksanaan tulgas dan 

welwelnang pellaksanaan tulgas dan welwelnang keljaksaan di daelrah hulkulmnya 

melmpulnyai welwelnang mellakulkan pelnyellidikan, pelnyidikan, dan pelnulntultan 

tindak pidana korulpsi yang mellipulti : 

a. Mellibatkan aparat pelnelgak hulkulm, pelnyellelnggara nelgara, dan orang lain yang 

ada kaitannya delngan tindak pidana korulpsi yang dilakulkan olelh aparat 

pelnelgak hulku lm ataul pelnye llelnggara nelgara 

b. Melndapat pelrhatian yang melrelsahkan masyarakat 
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c. Melnyangkult kelrulgian nelgara paling seldikit Rp. 1.000.000.000,00 (satul milyar 

rulpiah)94. 

 

Jaksa dalam pelnanganan tindak pidana korulpsi belrwelnang mellakulkan 

pelnye llidikan, pelnyidikan selrta pelnulntultan yang diatulr dalam pasal 30 ayat (1) 

ulndang-ulndang Keljaksaan Relpulblik Indonelsia95. Tulgas dan fulngsi jaksa pelnulntult 

ulmulm selbagai pelnyellidik, melmpulnyai welwelnang melngadakan tindakan lain 

melnulrult hulkulm yang belrtanggulng jawab selsulai delngan pasal 5 angka 4 KUlHAP. 

Pasal 1 bultir 5 KUlHAP melnjellaskan pelnyellidikan adalah selrangkaian tindakan 

pelnye llidik ulntulk melncari dan melnelmulkan pelristiwa yang didulga selbagai tindak 

pidana gulna melnelmulkan dapat ataul tidaknya dilakulkan pelnyidikan melnulrult cara 

yang diatulr dalam ulndang-ulndang. Maka tindakan lain telrselbult adalah tindakan dari 

pelnye llidik ulntulk kelpelntingan pelnye llidikan. Selcara teloritis, kelwelnanan keljaksaan 

ulntulk mellakulkan pelnyidikan tindak pidana korulpsi selbagai belrikult : 

1. Alasan filosofis, yakni kelwelnangan keljaksaan mellakulkan pelnyidikan dan 

pelnulntultan, akan melnghapuls mata rantai pra pelnulntultan yang tellah 

melnye lbabkan telrjadinya bolak-balik pelrkara antara pelnulntult ulmulm delngan 

pelnyidik. Delngan adanya kelwelnangan pelnulntult ulmulm mellakulkan pelnyidikan 

maka prosels pelnyellelsaian pelrkara melnjadi elfelktif dan elfelsieln96. 

2. Alasan sosiologis, yakni selbab pelngulngkapan keljahatan  tindak pidana korulpsi 

sangat rapih melnye lmbulnyikan bulkti dan pellaksanaanya lelbih telrorganisir. 

                                                           
94 E lvi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korulpsi, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 162 
95 Akfini Aditias, “Analisis Hulkulm Te lntang Disparitas Pidana Dalam kasuls Tindak Pidana Korulpsi 

Pelnyalahgulnaan We lwe lnang Proye lk Pe lnge lrjaan Jalan (Pada kasuls Pultulsan Nomor 

54/Pid.Suls/Tipikor/2013/PN.PBR)”, JOM Fakulltas Hulkulm, Vol. II No. 2, Oktobelr, 2015.  
96 Saripi, Mohammad Ridwan. "Jaksa Se llakul Pe lnyidik Tindak Pidana Korulpsi." Julrnal Hulkulm 

UlNSRAT 22, no. 7 (2016), 20-32. 



52 

Selhingga alat-alat  bulkti selringkali hilang. Dalam hulbulngan itul pelngalaman dan 

kelmampulan keljaksaan melnyidik pelrkara tindak pidana korulpsi suldah diakuli 

olelh masyarakat97. 

3. Alasan Historis, yakni karelna keljaksaan tellah mellakulkan pelnyidikan tindak 

pidana korulpsi seljak masa belrlakulnya Helt Helrzielnel Inlandsch Relglelmeln (HIR) 

sampai saat ini 

4. Alasan Praktis, yakni selbab kelwelnangan jaksa mellakulkan pelnyidikan selcara 

praktis akan melmpelrcelpat jaksa melngulasai kasuls selrta pelmbulktiannya 

selhingga pelnye llelsaian pelrkara akan lelbih elfelktif dan elfisieln. Selhingga dapat 

melmuldahkan jaksa Melnyulsuln sulrat dakwaan selrta melngantisipasi 

kelmulngkinan-kelmulngkinan yang akan telrjadi dimulka pelrsidangan98. 

 

Keljaksaan belrwelnang mellakulkan pelnyidikan dalam tindak pidana yang melmulat 

keltelntulan telrhadap tindak pidana telrtelntul yang diselbult tindak pidana khulsuls99.  

Pada dasarnya tidak ada atulran yang mellarang ataul melmpelrbolelhkan Jaksa 

mellakulkan pelnghitulngan kelrulgian nelgara selndiri, akan teltapi selsulai Pasal 30 UlU l 

Keljaksaan salah satul tulgas dan welwelnang Keljaksaan adalah mellakulkan pelnyidikan 

tindak pidana korulpsi. Dimana suldah jellas telrsirat salah satul tulgas pelnyidik ialah 

melncari data dan melngulmpullkan barang bu lkti selrta alat bulkti. Belrkaitan delngan 

telori kelwelnangan yang melmpulnyai delfinisi bahwa kelwelnangan melru lpakan sulatul 

hak yang dimiliki olelh selorang peljabat atau l instansi yang belrtindak melnjalankan 

                                                           
97 Ginting, Jamin. 2012, Faktor Hu lku lm dan Non Hulku lm Dalam Pu ltulsan Tindak Pidana Koru lpsi di 

Indonelsia, Me ldia Hulkulm 19, no. 2 (2012). hlm.308-323. 
98 Gulse l Prayuldi, 2010, Tindak Pidana Korulpsi, Dipandang Dalam Be lrbagai Aspe lk, Yogyakarta, 

Pulstaka Pe lna, hlm.156.  
99 Yasmirah Mandasarih S, 2017. Pelran Ke ljaksaan dalam Pelmbe lrantasan Tindak Pidana Koru lpsi 

di Indonelsia pasca U lndang-Ulndang Nomor 20 Tahuln 2001 te lntang Pelmbe lrantasan Tindak 

Pidana Korulpsi, Al’Adl, Volulme l IX Nomor 1, Janulari-April 2017. 
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kelwelnangannya belrdasarkan pelratulran pelru lndang-ulndangan yang belrlakul. Maka 

dalam hal ini, sellama pelnghitulngan dan pelneltapan kelrulgian kelulangan nelgara 

dikatelgorikan mu ldah ulntulk dilakulkan, keljaksaan belrdasarkan kelwelnangan telrselbult 

dapat melnghitulng dan melneltapkan kelrulgian kelulangan nelgara. 

 

Aulditor Keljaksaan melmiliki standar pelmelriksa kelulangan nelgara ulntulk pelnulgasan 

delngan melngulnakan Standar Auldit Intelrnal Pelmelrintah Indonelsia (SAIPI) yang 

diatulr dalam Pelratulran Asosiasi Aulditor Intelrn Pelmelrintahan Indonelsia Nomor 

PElR-01/AAPI/DPN/2011 telntang Standar Auldit Pelmelrintah Indonelsia. Standar 

Pelmelriksaan yang dimaksuld ialah patokan ulntulk mellakulkan pelmelriksaan 

pelngellolaan dan tanggulng jawab kelulangan nelgara yang mellipulti standar ulmulm, 

standar pellaksanaan pelmelriksaan, dam standar pellaporan yang wajib dipeldomi 

pelmelriksa. aulditor keljaksaan delngan jabatan ahli pelrtama dalam tulgas jabatannya 

melmiliki belbelrapa bultir kelgiatan auldit, yakni : 

1. Auldit kinelrja : selsulai delngan maksuld Pasal 50 ayat (2) Pelratulran Pelmelrintah 

Nomor 60 Tahuln 2008 telntang Sistelm Pelngelndalian Intelrn Pelmelrintah. Auldit 

kinelrja100 melrulpakan auldit atas pelngellolaan kelulangan nelgara dan pellaksanaan 

tulgas dan fu lngsi instansi pelmelrintah yang telrdiri atas aspelk kelhelmatan, 

elfisielnsi, dan elfelktivitas. 

2. Auldit delngan tuljulan telrtelntul : melmelriksa delngan tuljulan telrtelntul dilular yang 

tidak telrmasu lk dalam auldit kinelrja, yang telrmasulk dalam auldit ini yaitul auldit 

invelstigatif, auldit atas pelnyellelnggaraan sistelm pelngelndalian intelrn pelmelrintah, 

dan auldit atas hal-hal lain dibidang kelulangan 

                                                           
100 LNRI Tahuln 2008 Nomor 127. TLNRI Nomor 4890. 
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3. Auldit invelstigatif/Pelnghitulngan Kelru lgian Kelulangan Nelgara (PKKN) : 

melngindelntifikasi data/informasi selcara sistelmatis yang belrtuljulan melnyatakan 

pelndapat melngelnai nilai kelrulgian kelu langan nelgara yang diakibatkan olelh 

pelnyimpangan dari hasil pelnyidikan dan digulnakan ulntulk melndulkulng tindak 

litigasi101. 

 

Pelnulgasan auldit pelnghitulngan kelrulgian kelulangan nelgara haruls didasarkan pada 

pelrmintaan intansi pelnyidik ataul pelneltapan dari pelngadilan. Selbellulm 

mellaksanakan au ldit, pelnyidik haruls mellakulkan pelmaparan kasuls ataul elksposel 

telrlelbih dahullul kelpada bidang pelngawasan ataul tim aulditor. Sellanjultnya 

dilaksanakan pelnellaahan barang bulkti dari pelnyidik, dan tim aulditor dapat melnilai 

kellelngkapan data telrselbult102. Hasil data-data tellah di tellaah, maka dapat 

ditindaklanjulti delngan auldit pelnghitulngan kelrulgian kelulangan nelgara. Selhingga 

dari hasil auldit telrselbult dapat dijadikan Laporan Hasil Auldit Pelnghitulngan 

Kelrulgian Kelulangan Nelgara (LHAPKKN) belrulpa sulrat yang dapat dijadikan 

pelnyidik selbagai alat bulkti sah belrulpa sulrat selsulai Pasal 184 KUlHAP. 

 

 

                                                           
101 Badan Pelgawasan Ke lulangan dan Pe lmbangulnan, Inve lstigasi, BPKP Gorontalo, ditinjaul pada 

tanggal 1 Mare lt 2024, https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konte ln/1789/inve lstigasi.bpkp#:~:te lxt= 

Auldit%20Pe lnghitulngan%20Ke lrulgian%20Ke lulangan%20Ne lgara%20(PKKN)%20me lrulpakan%20a

uldit%20de lngan%20tuljulan,digulnakan%20ulntulk%20me lndulkulng%20tindakan%20litigasi.  
102 Rulchiyat Wirarahardja 2023, pe lmaparan dalam Pre lse lntasi Pe lnghitulngan Ke lrulgian Ke lulangan 

Ne lgara. 

https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text= Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20(PKKN)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi
https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text= Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20(PKKN)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi
https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp#:~:text= Audit%20Penghitungan%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20(PKKN)%20merupakan%20audit%20dengan%20tujuan,digunakan%20untuk%20mendukung%20tindakan%20litigasi


 

 

 

IV. PENUTUP  

 

 

 

A. Simpulan 

1. Aulditor Ke ljaksaan melmiliki wewenang melaksanakan penghitungan  kerugian 

keuangan negara berdasarkan SOP masing-masing kejaksaan. Dilaksanakan 

dalam lima tahap, yakni 1) Pra Pelre lncanaan, 2) Pelre lncanaan, 3) Pellaksanaan 

Auldit, 4) Pelnyu lsulnan Laporan, 5) Pe lmantau lan tindak lanjult. Au lditor melmbulat 

Laporan Hasil Au ldit Pelnghitu lngan Ke lrulgian Ke lulangan Ne lgara yang dapat 

dijadikan selbagai salah satul alat bulkti didalam pelrsidangan. Hasil Laporan 

Auldit Pelnghitu lngan Ke lrulgian Ke lulangan Ne lgara (PKKN) memiliki keabsahan 

untuk dijadikan alat bukti berupa surat dalam peradilan.  

 

2. Pada Pelrkara Pultulsan Nomor 15/Pid.Suls-TPK/2023/PN.Tjk. jaksa pelnyidik 

dan Penuntut Umum melaksanakan wewenangan berdasarkan Su lrat Pelrintah 

Kelpala Keljaksaan Tinggi Lampu lng Nomor : PRIN-284/L.8/H.III.1/02/2023. 

Auditor melaksanakan wewenangan penghitungan kerugian keuangan negara 

berdasarkan Nota Dinas Asisteln Bidang Tindak Pidana Khulsuls Nomor: B-

163/L.8.5/Fd/01/2023. Laporan Hasil Auldit Pelnghitulngan Kelrulgian Nelgara 

dijadikan selbagai alat bulkti. Aulditor  juga sebagai saksi ahli dalam perkara ini. 

Hambatan dalam perkara ini terdapat pada faktor sarana ataul fasilitas dan 

faktor ulndang-ulndang itul selndiri. 
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B. Saran  

Belrdasarkan ulraian di atas, maka saran dalam pelnellitian ini ialah selbagai belrikult : 

1. Helndaknya saat Keljaksaan suldah siap melnyatakan adanya Aulditor Intelrnal 

Keljaksaan yang dianggap mampul mellakulkan pelnghitulngan kelrulgian kelulangan 

nelgara dalam tindak pidana korulpsi, maka selharulsnya Keljaksaan julga 

melnyiapkan kelpastian hulkulm bagi Aulditor Keljaksaan agar melmpulnyai 

lelgalitas atau l atulran telrselndiri melngelnai kelwelnangan dan tulgasnya selbagai 

aparat yang belrkelcimpulngan di Instansi Keljaksaan. 

2. Agar keljaksaan mellaku lkan pelme ltaan selcara pasti, pelningkatan ku lalitas moral 

dan profe lsionalitas aparat pe lne lgak hu lkulm khulsulsnya Au lditor Intelrnal 

Ke ljaksaan agar te lrlihat pelranan didalam melngu lngkapkan su latul pelrkara 

khulsulsnya dalam tindak pidana koru lpsi. Selrta dibelrikan sarana atau l fasilitas 

yang dapat me lndulkulng optimalnya kine lrja Aulditor Ke ljaksaan dalam 

melngu lngkap ke lrulgian ne lgara. 
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